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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2026.  Dengan 

adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan 

pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan DIY dapat berjalan sesuai dengan 

harapan serta dapat memenuhi indikator target yang tertuang dalam Renstra Dinas 

Perhubungan Tahun 2022 – 2027. 

Kami menyadari bahwa pembuatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 

Anggaran 2026 ini masih belum sempurna, namun segala gambaran yang tersaji di dalam 

buku ini kami anggap sudah dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang 

terencana sehingga mampu mewujudkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih tertib, 

lancar, aman, selamat, aman, nyaman dan efisien.  

Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2026 merupakan hasil perbaikan atas 

masukan dan saran terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY 

Tahun 2026. Sekiranya dalam penyusunan rencana kerja ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan untuk itu atas kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak terkait 

dapat disampaikan kepada kami dan kami ucapkan terima kasih. 

Demikian, semoga dapat bermanfaat.  

 

Yogyakarta, 16 Juli 2025 

Kepala Dinas, 

  

 

 

Chrestina Erni Widyastuti, S.E., M.Si. 

NIP. 196905021991022002 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan 

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangakat Daerah. Proses ini bertujuan untuk 

menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta 

prakiraan maju terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan DIY tahun 2022 – 2027. 

Secara umum tahapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan melalui 

tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan Penyusunan 

Persiapan penyusunan renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat 

Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah 

didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.  

2. Penyusunan Rancangan Awal 

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil 

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.  

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, 

lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam 

rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan 

berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil 

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan 

bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam 

rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi 

pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.  

3. Penyusunan Rancangan  

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses 

penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dibahas 

dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.  
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4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh 

kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan 

pembahasan dengan pemangku kepentingan yang terkait yang bertujuan untuk 

memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program 

dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat 

Daerah.  

5. Perumusan Rancangan Akhir 

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses 

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan final dari 

Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah 

dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat 

Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam 

RKPD.  

Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:  

a. pendahuluan;  

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;  

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan  

e. penutup.  

6. Penetapan 

BAPPERIDA menyampaikan seluruh renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada 

(Peraturan Kepala Daerah). Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan 

Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat 

Daerah. 

Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY disusun berdasarkan Permendagri Nomor 

86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana 

Kerja Daerah Dinas Perhubungan DIY bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara 

program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan DIY sebagai dokumen rencana 

tahunan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis karena:   



  RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2026 

 

DINAS PERHUBUNGAN DIY 3 

 

TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan DIY merupakan penjabaran dari 

Renstra Dinas Perhubungan DIY yang berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY. 

2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan DIY agar terwujud sinergi dan 

sinkronisasi capaian kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan 

DIY dan nasional, maka dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat 

Daerah berpedoman pula kepada Arah kebijakan provinsi dan nasional. 

3. Renja Dinas Perhubungan DIY merupakan acuan Dinas Perhubungan DIY dalam 

menentukan program prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah (RAPBD). 

4. Renja Dinas Perhubungan DIY merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja 

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan 

Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai 

wujud dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hingga tahun 

yang telah dilalui. 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Perhubungan DIY Tahun 2026 adalah:  

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1955; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; 

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 

2021 Tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2025-2045; 

16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2015; 
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17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 

19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2022 – 2027; 

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Dana Keistimewaan;  

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020 Tentang 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 

2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan; 

24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan; 

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2025 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2026 bermaksud untuk 

menjadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan 

kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas 

Perhubungan DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2026. 

Tahapan penyusunan Rencana Kerja ini merupakan dasar dalam tahapan penyusunan 

Rencana Kerja, RKA, sebagai bahan tersusunnya DPA yang merupakan pedoman 

pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan 

DIY Tahun 2026 adalah: 

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan DIY dalam rangka untuk terlaksananya RKPD 

Pemerintah Daerah DIY tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. 

2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan DIY selama tahun 

anggaran 2026. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2026 adalah sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan 

yang menjadi ruang lingkup Dinas Perhubungan DIY serta Sistematika Penulisan Renja 

2026. 

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja 

Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Pada bagian ini disajikan uraian tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah  

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB 5 PENUTUP 
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BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan DIY 

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan DIY  

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan OPD yaitu penyusunan dokumen Rencana 

Kerja (Renja) yang mempunyai nilai penting dalam pelaksanaan RPJMD maupun Renstra. 

Dokumen Rencana Kerja OPD, memuat program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD 

dan dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian 

sasaran RPJMD maupun Renstra.  

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2022) sampai dengan 

Tahun Kelima (2027), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan 

kelompok sasaran yang mengampu urusan perhubungan yang berdasarkan pada 

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, adalah 

sebagai berikut: 

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

  Dalam melaksanakan program ini, capaian indikator kinerja program adalah  

a. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 

Pada indikator program Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di 

DIY diperoleh dari perhitungan meta indikator: Rerata dari Persentase 

Capaian SPM Trans Jogja ditambah Persentase Trayek AKDP yang Terlayani 

ditambah Persentase Ketersediaan Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek 

yang Berizin ditambah Persentase Pengendalian Operasional Angkutan 

Umum. 

b. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 

Pada indikator program Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 

Pada Jalan Provinsi diperoleh dari perhitungan meta indikator Rerata dari 

Persentase Jumlah Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dibagi Jumlah 

Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan ditambah Persentase 

Mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan. 
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c. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 

Penerapan Teknologi Berbasis ITS menggambarkan proses yang dimulai dari 

proses perencanaan, operasional serta pengembangan teknologi transportasi 

berbasis ITS, di mana pada masing-masing tahapan diberikan pembobotan 

yang berbeda. Keberhasilan dari indikator ini dihitung dari jumlah dari 

masing-masing proses tersebut. 

d. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang 

Angkutan Tipe B 

Indikator Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal 

Penumpang Angkutan Tipe B menggambarkan ketersediaan fasilitas 

penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B yang menjadi 

kewenangan Dishub DIY yaitu Terminal Wates dan Terminal Jombor. Adapun 

nilai persentase pemenuhan SPM tersebut diperoleh dari rerata Persentase 

Pemenuhan SPM Terminal Jombor dan Terminal Wates.  

e. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 

Indikator Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 

sesuai Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Tempat Khusus Parkir 

Dibawah Kewenangan Dinas Perhubunganan Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang diperoleh dari perhitungan meta indikator Rerata dari Persentase 

Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Bandara 

Adisutjipto ditambah Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus 

Parkir (TKP) di TKP Beskalan ditambah Persentase Pemenuhan SPM Layanan 

Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Ketandan.  

f. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 

Indikator persentase penanganan lalu lintas pada kawasan Exit dan Ramp On-

Off Jalan Tol, Patuk – Terong – Dlingo, Mulo – Tepus – Kanogoro, Prambanan 

– Gading, Segmen Baron – Pulangsawal dan Sentolo – Nanggulan – Tegalsari 

(6 kawasan) diperoleh dari perhitungan penjumlahan persentase tahapan 

perencanaan, forum lalu lintas, uji coba serta pengendalian dan pengawasan. 

g. Persentase Ketertiban LLAJ 

Indikator Persentase Ketertiban LLAJ diperoleh dari rerata jumlah 

peningkatan ketertiban LLAJ dan jumlah peningkatan ketertiban berlalulintas 

di kawasan Kranggan, Seturan dan jalan Godean. 

h. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 

Indikator Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan diperoleh dari 

perhitungan Persentase Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang 
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Ditangani dibagi Total Target Prioritas Penanganan Daerah Rawan 

Kecelakaan di 10 DRK  yaitu 1 DRK di ruas jalan Yogyakarta- Barongan, 3 DRK 

di ruas jalan Bantul - Srandakan, 1 DRK di ruas jalan Yogyakarta – Bakulan, 1 

DRK di ruas jalan Palbapang – Samas, 1 DRK di ruas jalan Bantul – Srandakan, 

1 DRK di ruas jalan Yogyakarta – Barongan, 1 DRK di ruas jalan Yogyakarta 

Kebonagung, dan 1 DRK di ruas jalan Yogyakata – Bakulan. 

 

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN 

TATA RUANG 

Capaian kinerja indikator dalam pelaksanaan program ini, meliputi: 

 Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program ini adalah: 

a. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan 

Strategis. 

Pada Indikator program Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah 

Lingkungan di Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: 

Persentase Tahapan Dalam Perwujudan Angkutan Umum Ramah Lingkungan 

di Kawasan Strategis Tiap Tahun 

b. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis. 

Pada Indikator program Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan 

Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: Persentase Intervensi 

Penyediaan Prasarana LLAJ Pada Kawasan Strategis Yang Ditentukan. 

c. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis. 

Pada Indikator program Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional 

di Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: Persentase 

Moda Angkutan Tradisional Yang Disediakan Dibagi Total Kebutuhan Moda 

Angkutan Tradisional. 

d. Persentase Pengembangan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis. 

Pada Indikator program Persentase Pengembangan Tempat Khusus Parkir di 

Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: Persentase 

Tahapan Pengembangan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis Tiap 

Tahun. 

e. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan 

Strategis. 
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Pada Indikator program Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu 

Lintas Pada Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: 

Persentase Dari Jumlah Kendaraan Yang Tertib Dibagi Jumlah Kendaraan 

Terperiksa Pada Kawasan Strategis. 

  

3.  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program ini adalah: 

a. Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program ini 

adalah Rerata dari Nilai PKKI pada Sub Kegiatan Program Penunjang di Dinas 

Perhubungan DIY ditambah Nilai PKKI pada Sub Kegiatan Program Penunjang 

di Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran. 
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Tabel 2-1  Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan DIY 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 

0.00.
01 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Nilai PKKI Program Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

94.69 94.19 94.62 92.45 97.71% 94.39 94.39 100% 

0.00.
01.1.
01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Perencanaan 
Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

0.00.0
1.1.01
.01 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

4 Dokumen 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 

0.00.0
1.1.01
.04 

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

4 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 

0.00.0
1.1.01
.07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3 Dokumen 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

0.00.
01.1.
02 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase Capaian 
Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0.00.0
1.1.02
.01 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

122 
orang/bulan 

112 
Orang/Bulan 

122 
orang/bulan 

122 
orang/bulan 

100% 
122 
orang/bulan 

122 
orang/bulan 

100% 

0.00.0
1.1.02
.03 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

4 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

0.00.0
1.1.02
.05 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

3 Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 100% 

0.00.0
1.1.02
.07 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semester
an SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

35 Laporan 36 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 35 Laporan 35 Laporan 100% 

0.00.
01.1.
03 

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0.00.0
1.1.03
.06 

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

7 Laporan 6 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 8 Laporan 8 Laporan 100% 

0.00.
01.1.
06 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan peralatan rumah 
tangga dan penunjang 
pelayanan adminitrasi 
perkantoran  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

0.00.0
1.1.06
.01 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

11 Paket 13 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 13 Paket 13 Paket 100% 

0.00.0
1.1.06
.02 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

58 Paket 41 Paket 31 Paket 31 Paket 100% 62 Paket 62 Paket 100% 

0.00.0
1.1.06
.03 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

15 Paket 10 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 15 Paket 15 Paket 100% 

0.00.0
1.1.06
.05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

19 Paket 25 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 19 Paket 19 Paket 100% 

0.00.0
1.1.06
.06 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

4 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 

0.00.0
1.1.06
.07 

Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan 

0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 0 Paket 0 Paket 100% 

0.00.0
1.1.06
.09 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

5 Laporan 6 Laporan 
103 
Laporan 

103 
Laporan 

100% 5 Laporan 5 Laporan 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

0.00.0
1.1.06
.10 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

12 
Dokumen 

12 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 
12 
Dokumen 

12 Dokumen 100% 

0.00.0
1.1.06
.11 

Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

0.00.
01.1.
07 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

pengadaan Barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0.00.0
1.1.07
.02 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Disediakan 

0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 0 Unit 0 Unit 100% 

0.00.0
1.1.07
.05 

Pengadaan Mebel 
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

2 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 3 Paket 3 Paket 100% 

0.00.0
1.1.07
.06 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

0 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 17 Unit 17 Unit 100% 

0.00.0
1.1.07
.11 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

0 Unit 32 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

0.00.
01.1.
08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga dan 
Penunjang Pelayanan 
Adminitrasi Perkantoran  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0.00.0
1.1.08
.01 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

2 Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 

0.00.0
1.1.08
.02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

60 Laporan 5 Laporan 72 Laporan 72 Laporan 100% 60 Laporan 60 Laporan 100% 

0.00.0
1.1.08
.03 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

11 Laporan 42 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100% 9 Laporan 9 Laporan 100% 

0.00.0
1.1.08
.04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

48 Laporan 48 Laporan 48 Laporan 48 Laporan 100% 48 Laporan 48 Laporan 100% 

0.00.
01.1.
09 

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

0.00.0
1.1.09
.010 

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

8 Unit 6 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 8 Unit 8 Unit 100% 

0.00.0
1.1.09
.02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

68 Unit 64 Unit 66 Unit 66 Unit 100% 68 Unit 68 Unit 100% 

0.00.0
1.1.09
.05 

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100% 

0.00.0
1.1.09
.06 

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

23 Unit 7 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 23 Unit 23 Unit 100% 

0.00.0
1.1.09
.09 

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

8 Unit 8 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 8 Unit 8 Unit 100% 
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DINAS PERHUBUNGAN DIY 18 

 

TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.
02 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN 
(LLAJ) 

1. Persentase Penyediaan 
Layanan Angkutan Umum di 
DIY 64,68% 51,27% 53,22% 53,22% 100% 56,55% 56,55% 100% 

    

2. Persentase Penyediaan 
Fasilitas Perlengkapan Jalan 
Pada Jalan Provinsi 

48,06% 39,86% 40,60% 40,60% 100% 42,28% 42,28% 100% 

    
3. Persentase Penerapan 
Teknologi Berbasis ITS 66,77% 13,53% 23,06% 23,06% 100% 36,39% 36,39% 100% 

    

4. Persentase Pemenuhan SPM 
Penyelenggaraan Terminal 
Penumpang Angkutan Tipe B 

86,49% 67,57% 67,57% 67,57% 100% 67,57% 67,57% 100% 

    

5. Persentase Pemenuhan SPM 
Layanan Tempat Khusus Parkir 
(TKP) 

90,35% N/A 68,42% 68,42% 100% 78,07% 78,07% 100% 

    
6. Persentase Penanganan Lalu 
Lintas Pada 6 Kawasan 100,00% 0,00% 10,00% 10,00% 100% 22,25% 22,25% 100% 

    
7. Persentase Ketertiban LLAJ 

85,98% 69,81% 70,17% 70,17% 100% 74,39% 74,39% 100% 

    
8. Persentase Penanganan 
Daerah Rawan Kecelakaan 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 10,00% 10,00% 100% 
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.
02.1.
01 

Penetapan Rencana 
Induk Jaringan LLAJ 
Provinsi 

Persentase Dokumen Acuan 
Dalam Perencanaan Jaringan 
Jalan di DIY 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.15.0
2.1.01
.02 

Penetapan Kebijakan 
dan Sosialisasi 
Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi 

Jumlah Dokumen Penetapan 
Kebijakan dan sosialisasi Rencana 
Induk Jaringan LLAJ Provinsi 

8 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00% 

2.15.
02.1.
02 

Penyediaan 
Perlengkapan Jalan 
di Jalan Provinsi 

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan Serta Dipertahankannya 
Fungsi Prasarana dan 
Perlengkapan Jalan yang Telah 
Tersedia 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.15.0
2.1.02
.01 

Pembangunan 
Prasarana Jalan di 
Jalan Provinsi 

Jumlah Prasarana Jalan di Jalan 
Provinsi yang Terbangun 

1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 86 Unit 86 Unit 100% 

2.15.0
2.1.02
.02 

Penyediaan 
Perlengkapan Jalan di 
Jalan Provinsi 

Jumlah Perlengkapan Jalan di 
Jalan Provinsi yang Tersedia 

1262 Unit 275 Unit 110 Unit 110 Unit 100% 1241 Unit 1241 Unit 100% 

2.15.0
2.1.02
.03 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Prasarana Jalan 

Jumlah Prasarana Jalan yang 
Terehabilitasi dan terpelihara 

113 Unit 113 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 113 Unit 113 Unit 100% 
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.0
2.1.02
.04 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 

Jumlah Perlengkapan Jalan yang 
Terehabilitasi dan terpelihara 

1008 Unit 430 Unit 64 Unit 64 Unit 100% 858 Unit 858 Unit 100% 

2.15.
02.1.
03 

Pengelolaan 
Terminal 
Penumpang Tipe B 

Ketersediaan Fasilitas 
Penyelenggaraan Terminal 
Tipe B 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

    
Ketersediaan Fasilitas 
Penyelenggaraan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.15.0
2.1.03
.01 

Penyusunan Rencana 
Pembangunan 
Terminal Penumpang 
Tipe B 

Jumlah Rencana Pembangunan 
Terminal Penumpang Tipe B 

4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

2.15.0
2.1.03
.02 

Pembangunan Gedung 
Terminal 

Jumlah Gedung Terminal yang 
Terbangun 

0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 0 Unit 0 Unit 100% 

2.15.0
2.1.03
.03 

Pengembangan Sarana 
dan Prasarana 
Terminal 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Terminal yang dilakukan 
Pengembangan 

7 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 7 Unit 7 Unit 100% 

2.15.0
2.1.03
.04 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Terminal (Fasilitas 
Utama dan 
Pendukung) 

Jumlah Terminal (Fasilitas Utama 
dan Pendukung) yang 
Terehabilitasi dan Terpelihara 

7 Unit 6 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 0 Unit 0 Unit 100% 
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.
02.1.
05 

Pelaksanaan 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 
untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

Persentase Penerapan 
Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas di DIY 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.15.0
2.1.05
.01 

Penataan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu 
Lintas Untuk Jaringan 
Jalan Provinsi 

Jumlah Laporan Penataan 
Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas Untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

20 Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 20 Laporan 20 Laporan 100% 

2.15.0
2.1.05
.02 

Pengadaan, 
Pemasangan, 
Perbaikan dan 
Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 
dalam rangka 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam 
rangka Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas yang Dilaksanakan 
Pemasangan, Perbaikan dan 
Pemeliharaan 

227 Unit 21 Unit 164 Unit 164 Unit 100% 259 Unit 259 Unit 100% 

2.15.0
2.1.05
.03 

Uji Coba dan 
Sosialisasi 
Pelaksanaan 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 
untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

Jumlah Dokumen Uji Coba dan 
Sosialisasi Pelaksanaan 
Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

6 Dokumen 13 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.0
2.1.05
.04 

Pengawasan dan 
Pengendalian 
Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan 
untuk Jalan Provinsi 

Jumlah Laporan Pengawasan dan 
Pengendalian Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan untuk 
Jalan Provinsi 

6 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 6 Laporan 6 Laporan 100% 

2.15.0
2.1.05
.05 

Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan untuk 
Jaringan Jalan Provinsi 

Jumlah Laporan Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan untuk 
Jaringan Jalan Provinsi 

13 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 14 Laporan 14 Laporan 100% 

2.15.
02.1.
06 

Persetujuan Hasil 
Analisis Dampak 
Lalu Lintas 
(Andalalin) untuk 
Jalan Provinsi 

Persentase Pelaksanaan 
Penilaian Dokumen  Analisis 
Dampak Lalu Lintas di Jalan 
Provinsi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.15.0
2.1.06
.01 

Penetapan Kebijakan 
Tata Kelola Andalalin 

Jumlah Kebijakan Tata Kelola 
Andalalin yang Ditetapkan 

4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 

2.15.
02.1.
07 

Audit dan Inspeksi 
Keselamatan LLAJ di 
Jalan 

Pelaksanaan Audit 
Standarisasi Kendaraan dan 
Pengemudi Untuk Angkutan 
Umum dan Angkutan Barang 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.15.0
2.1.07
.02 

Pelaksanaan Inspeksi, 
Audit dan Pemantauan 
Unit Pelaksana Uji 
Berkala Kendaraan 
Bermotor 

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Unit Pelaksana 
Uji Berkala Kendaraan Bermotor 

1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 0 Laporan 0 Laporan 100% 
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.0
2.1.07
.04 

Pelaksanaan Inspeksi, 
Audit dan Pemantauan 
Pemenuhan 
Persyaratan 
Penyelenggaraan 
Kompetensi 
Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Provinsi 

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Pemenuhan 
Persyaratan Penyelenggaraan 
Kompetensi Pengemudi 
Kendaraan Bermotor Provinsi 

1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 

2.15.
02.1.
08 

Penyediaan 
Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan 
Orang dan/atau 
Barang Antar Kota 
dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Operasional 
Angkutan Umum Dalam Trayek 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.15.0
2.1.08
.01 

Penyediaan Angkutan 
Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang 
dan/atau Barang Antar 
Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Jumlah Angkutan Umum untuk 
Jasa Angkutan Orang dan/atau 
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi 

139 Unit 95 Unit 95 Unit 95 Unit 100% 139 Unit 139 Unit 100% 
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.0
2.1.08
.02 

Pengendalian dan 
Pengawasan 
Ketersediaan 
Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan 
Orang dan/atau 
Barang Antar Kota 
dalam 1 (satu) 
Provinsi 

Jumlah Laporan pengendalian 
dan pengawasan KeTersediaan 
Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang 
Antar Kota dalam 1 (Satu) 
Provinsi 

49 Laporan 38 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 100% 50 Laporan 50 Laporan 100% 

2.15.
02.1.
09 

Penetapan Kawasan 
Perkotaan untuk 
Pelayanan Angkutan 
Perkotaan yang 
Melampaui Batas 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Persentase Penyediaan 
Dokumen Acuan Kinerja dan 
Pengembangan Trayek 
Angkutan Perkotaan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.15.0
2.1.09
.01 

Perumusan Kebijakan 
Penetapan Kawasan 
Perkotaan untuk 
Angkutan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi 

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Penetapan Kawasan Perkotaan 
untuk Angkutan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi 

2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.0
2.1.09
.02 

Sosialisasi dan Uji 
Coba Pelaksanaan 
Kebijakan Penetapan 
Kawasan Perkotaan 
untuk Angkutan 
Perkotaan 
Kewenangan Provinsi 

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Kawasan Perkotaan 
untuk Angkutan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi 

4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 

  

Persetujuan Hasil 
Analisis Dampak 
Lalu Lintas 
(Andalalin) untuk 
Jalan Provinsi 

Persentase Pelaksanaan 
Penilaian Dokumen Analisis 
Dampak Lalu Lintas di Jalan 
Provinsi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  
Penetapan Kebijakan 
Tata Kelola Andalalin 

Jumlah Kebijakan Tata Kelola 
Andalalin yang Ditetapkan 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2.15.
02.1.
10 

Penetapan Rencana 
Umum Jaringan 
Trayek Antarkota 
dalam Daerah 
Provinsi dan 
Perkotaan yang 
Melampaui Batas 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Penyusunan 
Dokumen Acuan Kinerja dan 
Pengembangan Trayek 
Angkutan dalam Kota dalam 
Provinsi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

2.15.0
2.1.10

.01 

Perumusan Kebijakan 
Rencana Umum 
Jaringan Trayek 
Antarkota 
Kewenangan Provinsi 

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Rencana Umum Jaringan Trayek 
Antarkota Kewenangan Provinsi 

0 Dokumen 0 Dokumen 0  Dokumen 0  Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

2.15.0
2.1.10

.02 

Sosialisasi dan Uji 
Coba Pelaksanaan 
Kebijakan Rencana 
Umum Jaringan 
Trayek Antarkota 
Kewenangan Provinsi 

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Rencana Umum Jaringan Trayek 
Antarkota Kewenangan Provinsi 

0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 

                      

1.03.
13 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN TATA 
RUANG 

1. Persentase Terwujudnya 
Angkutan Umum Ramah 
Lingkungan di Kawasan 
Strategis 

59,00% 0,00% 2,50% 2,50% 100% 18,00% 18,00% 100% 

    
2. Persentase Penyediaan 
Prasarana LLAJ di Kawasan 
Strategis 

54,63% 2,78% 3,70% 3,70% 100% 13,89% 13,89% 100% 

    
3. Persentase Penyediaan 
Moda Angkutan Tradisional di 
Kawasan Strategis 

95,00% 0% 23,75% 23,75% 100% 43,75% 43,75% 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

    

4. Persentase Penyediaan 
Satuan Ruang Parkir di Tempat 
Khusus Parkir Pada Kawasan 
Strategis 

100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100% 

    
5. Persentase Pengendalian 
dan Pengawasan Lalu Lintas 
Pada Kawasan Strategis 

74,73% 65,59% 65,59% 65,59% 100% 65,59% 65,59% 100% 

1.03.
13.5.
02 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang 
Strategis Kasultanan 
dan Kadipaten 

Persentase Jumlah 
Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Kasultanan 
dan Kadipaten 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.03.1
3.5.02
.01 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Sumbu Filosofis 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Sumbu Filosofis Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Sumbu 

18 
Dokumen 

3 Dokumen 
12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

100% 
28 
Dokumen 

28 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.03 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Karst Gunung Sewu 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Karst Gunung Sewu 

7 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.04 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Perbukitan Menoreh 

umlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Perbukitan Menoreh 

2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

1.03.1
3.5.02
.05 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Kawasan Makam Raja-
Raja Mataram di 
Imogiri 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Makam Raja Raja Mataram 
Imogiri 

1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.06 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Kawasan Candi 
Prambanan-Candi Ijo 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Kawasan Candi Prambanan- 
Candi Ijo 

0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.07 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Kotabaru 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Kota Baru 

0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.08 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Merapi 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 

4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.09 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Kotagede 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Kota Gede 

1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.10 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Pantai Samas-
Parangtritis 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Samas - Parangtritis 

1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

1.03.1
3.5.02
.11 

Pemanfaatan Ruang 
Kawasan Kiskendo-
Sermo- Wates 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates 

0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.12 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Kawasan Kerto-Pleret 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Kawasan Kerto-Pleret 

2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.13 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Pantai Selatan Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Pantai Selatan Kulon Progo 

1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.14 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Karaton 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Karaton 

1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.15 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Sokoliman 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Sokoliman 

1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.16 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Puro Pakualaman 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Puro Pakualaman 

0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.17 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Makam Girindo 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Makam Girigondo 

0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

Tahun 
2027 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
sampai 
dengan 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun 2024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
sampai dengan Tahun 

2025 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 2025 

Tingkat 
capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 

1.03.1
3.5.02
.18 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Pantai Selatan 
Gunungkidul 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Pantai Selatan Gunungkidul 

1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 

1.03.1
3.5.02
.19 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Masjid Pathok Nagoro 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 
Ruang Satuan Ruang Strategis 
Masjid Pathok Nagoro 

7 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan DIY 

Dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan DIY tahun 2024, digunakan 

indikator yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2022 - 2027. 

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan DIY tahun 2024 merupakan pengkajian 

terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan DIY terhadap target yang ditetapkan dan 

dampak yang ditimbulkan sebagai dampak atas kinerja pelayanan tersebut. Selain itu, 

juga dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan 

kegiatan, supaya ada peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan DIY sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan DIY tahun 2024 disajikan dalam 

tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2-2  Capaian Indikator Utama Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024 

No Indikator Kinerja Sasaran Satuan 
Capaian 

2023 

2024 

Target Realisasi % Realisasi 

Indikator Kinerja Tujuan      

1 Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan 

di Wilayah DIY 

% n/a 48,34 47,71 98,70 

Indikator Kinerja Sasaran      

1 Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan 

Berbasis Angkutan Umum 

% 46,16 48,44 48,36 99,85 

2 Persentase Capaian Pengelolaan Sektor 

Transportasi di Kawasan Strategis Dalam 

Mendukung Pelestarian Lingkungan 

% n/a 48,25 47,05 97,52 

3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah 

Kategori A A A A 

        Sumber: Dishub DIY, 2025 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027, 

guna mendukung visi Gubernur DIY Tahun 2022 – 2027 yang diwujudkan dalam 

PANCAMULIA yang diterjemahkan kedalam empat pokok yakni Reformasi Kelurahan, 

Pemberdayaan Kawasan Selatan DIY, Pengembangan Budaya Inovasi serta Pemanfaatan 

Teknologi Informasi. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027, arah kebijakan Urusan 

Perhubungan mendukung tujuan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. 

Tujuan tersebut memiliki 2 (dua) indikator sasaran yakni Terwujudnya Jalan 

Berkeselamatan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum serta Pengelolaan Sektor 

Transportasi di Kawasan Strategis dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan. 

Kedua indikator tersebut menandakan bahwa upaya perwujudan mobilitas berkelanjutan 

di wilayah DIY diarahkan pada beberapa aspek seperti peningkatan kualitas pelayanan 

angkutan, optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, peningkatan keselamatan 

transportasi, pengembangan kawasan ramah lingkungan, serta pengelolaan simpul 

transportasi dan perparkiran yang memadai. 

Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja sasaran pertama yakni Persentase Capaian 

Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, telah mencapai 48,36% dari target yang 

dicanangkan sebesar 48,44% atau dengan persentase realisasi capaian sebesar 99,85%. 

Pada capaian indikator kinerja sasaran kedua yakni Persentase Capaian Pengelolaan 

Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan, 

telah mencapai 47,05% dari target yang dicanangkan sebesar 48,25% atau dengan 

persentase realisasi capaian sebesar 97,52%. 

Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum pada tahun 2024 

diperoleh dari hasil Rerata Intervensi Perwujudan Jalan Berkeselamatan Berbasis 

Angkutan Umum, dimana Rerata Intervensi tersebut diperoleh dari rerata capaian 8 

(delapan) indikator kinerja program sebagai berikut. 

(1) Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY. 

Dari target sebesar 56,55%, realisasi capaian sebesar 56,65%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Capaian SPM Trans Jogja 

ditambah Persentase Trayek AKDP yang Terlayani ditambah Persentase 

Ketersediaan Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek yang Berizin ditambah 

Persentase Pengendalian Operasional Angkutan Umum. 

(2) Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi. 

Dari target sebesar 42,28%, realisasi capaian sebesar 41,49%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Jumlah Penyediaan Fasilitas 

Perlengkapan Jalan dibagi Jumlah Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan ditambah 

Persentase Mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan. Pada tahun 2024 

realisasi penyediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagai berikut: 
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(a) Realisasi penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Tenaga Listrik sebesar 

30,37%  

(b) Realisasi penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Tenaga Surya sebesar 

10,25% 

(c) Realisasi penyediaan Warning Light sebesar 33,51% 

(d) Realisasi penyediaan Rambu Lalu Lintas sebesar 76,57% 

(e) Realisasi penyediaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebesar 

61,49% 

(f) Realisasi penyediaan Cermin Tikungan sebesar 59,32% 

(g) Realisasi penyediaan Guardrail sebesar 29,61% 

(h) Realisasi penyediaan Deliniator sebesar 47,44% 

(i) Realisasi Persentase mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan 

sebesar 24,87%. Realisasi tersebut berupa penyediaan suku cadang fasilitas 

keselamatan jalan, penyediaan petugas teknisi serta pemeliharaan fasilitas 

keselamatan jalan. 

 

(3) Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS (Intelligent Transportation System). 

Dari target sebesar 36,39%, realisasi capaian sebesar 36,39%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Persentase Tahapan Penerapan Teknologi Berbasis 

ITS (Intelligent Transportation System) Tiap Tahun. Pada tahun 2024 realisasi 

tahapan Penerapan Teknologi Berbasis ITS sebagai berikut: 

(a) Capaian realisasi perwujudan ATMS (Advanced Traffic Management Systems) 

sebesar 0.22% telah tercapai sesuai target yang dicanangkan yakni 0.22%; 

(b) Capaian realisasi perwujudan EMS (Emergency Management System) sebesar 

0.30% telah tercapai sesuai target yang dicanangkan yakni 0.30%; 

(c) Capaian Realisasi Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System) sebesar 

0.20% dari target yang dicanangkan sebesar 0.20%; 

(d) Capaian Realisasi Pemeliharaan VMS (Variable 

Message Signs) sebesar 0.19% dari target yang dicanangkan sebesar 0.19%; 

(e) Capaian Realisasi Operasional Operator ATCS sebesar 1.75% dari target yang 

dicanangkan sebesar 1.75%; 

(f) Capaian yang telah terealisasi dari tahun 2022 hingga triwulan ke 3 (tiga) 

tahun 2024 sebesar 33,74%, capaian tersebut akan diakumulasikan dengan 

capaian pada akhir tahun 2024. 

 

(4) Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe 

B. 

Dari target sebesar 67,57%, realisasi capaian sebesar 67,57%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Pemenuhan SPM Terminal 

Jombor ditambah Persentase Pemenuhan SPM Terminal Wates. Pada tahun 2024 
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Pemenuhan SPM Terminal Jombor telah tercapai 72,97%, sedangkan Pemenuhan 

SPM Terminal Wates telah tercapai 62,16%. 

(5) Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP). 

Dari target sebesar 78,07%, realisasi capaian sebesar 78,07%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat 

Khusus Parkir (TKP) di TKP Bandara Adisutjipto ditambah Persentase Pemenuhan 

SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Beskalan ditambah Persentase 

Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Ketandan. Pada tahun 

2024 Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Bandara 

Adisutjipto sebesar 76,32%. Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 

di TKP Beskalan sebesar 86,84%. Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir 

(TKP) di TKP Ketandan sebesar 71,05%. 

(6) Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan. 

Dari target sebesar 22,25%, realisasi capaian sebesar 22,25%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Persentase Tahapan Penanganan Lalu Lintas Pada 6 

Kawasan Tiap Tahun. Enam kawasan tersebut meliputi Exit dan Ramp On-Off Jalan 

Tol, Patuk - Terong – Dlingo, Mulo - Tepus – Kanigoro, Prambanan – Gading, Segmen 

Baron – Pulangsawal, Sentolo - Nanggulan – Tegalsari. 

(7) Persentase Ketertiban LLAJ. 

Dari target sebesar 74,39%, realisasi capaian sebesar 74,49%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Peningkatan Ketertiban LLAJ 

di Jalan Provinsi dan Kawasan Tertentu. 

(8) Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan. 

Dari target sebesar 10%, realisasi capaian sebesar 10%. Realisasi tersebut dihitung 

dengan meta indikator Persentase dari Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) 

yang Ditangani dibagi Total Daerah Rawan Kecelakaan (DRK). Terdapat 10 (sepuluh) 

Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang akan ditangani berdasarkan hasil Studi 

Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi Tahun 2021) yang meliputi: 

● Jalan Yogyakarta – Barongan; 

● Jalan Bantul - Srandakan 1; 

● Jalan Bantul - Srandakan 2; 

● Jalan Bantul - Srandakan 3; 

● Jalan Yogyakarta - Bakulan 1; 

● Jalan Palbapang – Samas; 
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● Jalan Bantul - Srandakan 4; 

● Jalan Yogyakarta – Barongan; 

● Jalan Yogyakarta – Kebonagung; 

● Jalan Yogyakarta - Bakulan 2; 

 

Pada tahun 2024 telah dilakukan intervensi penanganan pada 1 (satu) lokasi Daerah 

Rawan Kecelakaan (DRK) dari target 10 (sepuluh) DRK yang akan ditangani. 

Penanganan DRK tersebut terletak di Jalan Bantul – Srandakan. 

Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam 

Mendukung Pelestarian Lingkungan pada tahun 2024 diperoleh dari hasil Rerata 

Intervensi Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung 

Pelestarian Lingkungan. Rerata intervensi tersebut diperoleh dari rerata capaian 5 (lima) 

indikator kinerja program sebagai berikut: 

(1) Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis. 

Dari target sebesar 18,00%, realisasi capaian sebesar 20,50%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Dalam Perwujudan 

Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis Tiap Tahun. 

(2) Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis. 

Dari target sebesar 13,89%, realisasi capaian sebesar 13,89%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Persentase Intervensi Penyediaan Prasarana LLAJ 

Pada Kawasan Strategis Yang Ditentukan. Kawasan strategis tersebut merupakan 18 

SRS (Satuan Ruang Strategis) Keistimewaan. Pada tahun 2024 telah dilakukan 

intervensi pada 11 (Satuan Ruang Strategis) Keistimewaan. 

(3) Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis. 

Dari target sebesar 43,75%, realisasi capaian sebesar 33,25%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Persentase Tahapan Penyediaan Moda Angkutan 

Tradisional di Kawasan Strategis Tiap Tahun. 

(4) Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan 

Strategis. 

Dari target sebesar 100%, realisasi capaian sebesar 100%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Pemenuhan Satuan Ruang 

Parkir (SRP) di Tempat Khusus Parkir (TKP) Ketandan dan Tempat Khusus Parkir 

(TKP) Beskalan. 
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(5) Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis. 

Dari target sebesar 65,59%, realisasi capaian sebesar 67,62%. Realisasi tersebut 

dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Peningkatan Ketertiban Lalu 

Lintas Pada Kawasan Strategis. Kawasan Strategis tersebut tedapat pada Kawasan 

Sumbu Filosofi yang terbagi dalam 3 (tiga) Segmen yang meliputi : 

● Segmen 1 (Tugu - Km 0); 

● Segmen 2 (Njeron Beteng); 

● Segmen 3 (Plengkung Gading-Panggung Krapyak); 

 

Adapun untuk target dan capaian kinerja program dari tahun ke tahun, disajikan dalam 

table 2.3 sebagai berikut: 
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Tabel 2-3  Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 

NO Indikator 
SPM / 

Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan 
Analisis Tahun 2024 

(thn n-2) 
Tahun 2025 

(thn n-1) 
Tahun 2026 

(thn n) 
Tahun 2027 

(thn n+1) 
Tahun 2024 

(thn n-2) 

*) Tahun 
2025 (thn n-

1) 

Tahun 2026 
(thn n) 

Tahun 2027 
(thn n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

A 
Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah 
DIY 

Ya Ya 48.34% 60.24% 70.50% 76.61% 47.71% 41.73% 70.50% 76.61%   

A.1 
Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis 
Angkutan Umum 

Ya Ya 48.44% 59.19% 69.17% 76.54% 48.36% 48.10% 69.17% 76.54% 
  

A.1.1 Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY     56.55% 61.27% 64.49% 64.68% 56.65% 50.78% 64.49% 64.68%   

A.1.2 
Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan 
provinsi 

    42.28% 44.24% 45.93% 48.06% 41.49% 40.28% 45.93% 48.06%   

A.1.3 Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS     36.39% 46.77% 56.64% 66.77% 36.39% 40.79% 56.64% 66.77%   

A.1.4 
Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal 
Penumpang Angkutan Tipe B 

    67.57% 78.38% 82.43% 86.49% 67.57% 66.62% 82.43% 86.49% 
  

A.1.5 
Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir 
(TKP) 

    78.07% 82.46% 87.72% 90.35% 78.07% 70.09% 87.72% 90.35%   

A.1.6 Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan      22.25% 49.00% 80.50% 100.00% 22.25% 26.34% 80.50% 100.00%   
A.1.7 Persentase Ketertiban LLAJ     74.39% 81.40% 85.62% 85.98% 74.49% 77.87% 85.62% 85.98%   

A.1.8 Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan     10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 10.00% 12.00% 50.00% 70.00%   

A.2 
Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di 
Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian 
Lingkungan 

Tidak Ya 48.25% 61.29% 71.84% 76.67% 47.05% 35.36% 71.84% 76.67% 

  

A.2.1 
Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan 
di Kawasan Strategis 

    18.00% 41.00% 51.50% 59.00% 20.50% 25.50% 51.50% 59.00%   

A.2.2 Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis     13.89% 28.70% 43.52% 54.63% 13.89% 13.89% 43.52% 54.63%   

A.2.3 
Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan 
Strategis 

    43.75% 68.13% 92.50% 95.00% 33.25% 34.45% 92.50% 95.00%   

A.2.4 
Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus 
Parkir Pada Kawasan Strategis 

    100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 
  

A.2.5 
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada 
Kawasan Strategis 

    65.59% 68.64% 71.68% 74.73% 67.62% 52.96% 71.68% 74.73%   

A.3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Ya Ya A A A A A A A A   

A.3.1 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     94.39 94.49 94.59 94.69 88.27 94.49 94.59 94.69   
Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025 *) Data TW 2 Tahun 2025
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Rencana Kerja, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perhubungan DIY, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu 

strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan 

patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan 

kegiatan pembangunan. 

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan DIY, kajian hasil evaluasi 

pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan 

isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Perhubungan DIY. 

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk 

menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra. 

Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada Dinas Perhubungan DIY dapat 

digambarkan antara lain sebagai berikut: 

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat 

Daerah sebagaimana pada tabel berikut ini. 

Tabel 2-4  Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 
Daerah 

No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

A. Lalu lintas Jalan   

 Tingkat kepadatan lalu 

lintas semakin tinggi 

sehingga meningkatkan 

potensi kemacetan yang 

disebabkan 

pertumbuhan jumlah 

kendaraan pribadi tidak 

sebanding dengan 

pertumbuhan 

infrastruktur jalan 

 

Meningkatnya kemacetan 

lalu lintas di jalan lingkar 

(ringroad) khususnya 

ringroad utara. 

1. munculnya pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi 

baru sebagai tarikan 

perjalanan; (2)  

2. fenomena “urban 

sprawl” dan “efek 

lompat katak” 

(perpindahan 

permukiman ke 

suburban) yang menjadi 

pusat banggkitan 

perjalanan. 
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No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

3. terhubunganya Jakarta - 

Surabaya dengan Toll 

mempermudah 

masyarakat melakukan 

mobilisasi dengan 

kendaraan pribadi. 

Kemacetan di pusat kota 

(Kawasan Malioboro, Alun – 

Alun Utara, dan kawasan 

wisata lainnya) di dalam 

Kota Yogyakarta. 

Tingginya minat wisatawan 

ke Kota Yogyakarta sehingga 

banyak kendaraan dari luar 

kota dan bus-bus besar 

(pariwisata) yang masuk ke 

dalam kota 

Kemacetan lalu lintas akibat 

truk-truk pengangkut 

barang yang masuk ke 

pusat-pusat kota atau 

kabupaten di DIY 

Jaringan pelayanan 

transportasi jalan yang 

tersediaambar saat ini 

belum sepenuhnya sesuai 

dengan pola distribusi 

angkutan barang; (2) 

banyaknya pelanggaran 

terhadap pola operasional 

angkutan barang; serta (3) 

belum optimalnya 

pengaturan waktu-waktu 

khusus untuk pelayanan 

angkutan barang. 

  Kemacetan di lokasi-lokasi 

wisata di Kabupaten, 

khususnya pada waktu-

waktu liburan 

1. daya tarik DIY sebagai 

tempat wisata utama;  

2. tingginya minat 

wisatawan;  

3. pola penggunaan 

kendaraan pribadi yang 

tinggi oleh wisatawan 

khususnya wisatawan 

nusantara; serta  

4. belum optimalnya 

angkutan umum 

khususnya yang 

melayani kawasan di 

luar KPY (angkutan 

perdesaan).  

B. Angkutan Penumpang  

Umum 
 

 
 

 Rendahnya penggunaan 

angkutan penumpang 

umum disebabkan oleh 

pelayanan angkutan 

umum yang kurang 

terintegrasi khususnya 

dari AKDP dan 

Angkutan Perdesaan, 

Keengganan masyarakat 

untuk menggunakan 

angkutan umum karena 

tingginya penggunaan 

kendaraan pribadi, dan 

keterbatasan jaringan 

angkutan umum 

1. pola pikir penggunaan 

kendaraan pribadi 

masih dominan;  

2. Rendahnya tingkat 

keterpaduan jaringan 

pelayanan dan jaringan 

prasarana transportasi 

jalan dengan moda 
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No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

waktu tunggu yang lama 

dan adanya ruas-ruas 

jalan yang mengalami 

kemacetan. 

/antar moda (angkutan 

perkotaan, AKAP, AKDP, 

dan perdesaan); serta 

3. keterbatasan cakupan 

layanan bus yang 

Transjogja sehingga 

belum dapat 

menjangkau seluruh 

kawasan di DIY 

Rendahnya minat 

masyarakat untuk 

menggunakan angkutan 

umum karena aksesibilitas 

yang tidak langsung ke 

tempat tujuan serta 

tingginya tarif untuk 

angkutan yang bersifat door 

to door service (misalnya 

angkutan taksi). 

1. maraknya angkutan 

ilegal yang memberi 

layanan sampai ke 

tujuan akhir(door to 

door service). 

2. Peningkatan pengunaan 

Angkutan Sewa Khusus 

yang melayana door to 

door service 

Rendahnya tingkat 

pelayanan angkutan umum 

bus layanan non buy the 

service (AKDP, Angkutan 

Perdesaan). 

1. kurangnya pengawasan 

terhadap standar 

pelayanan; dan  

2. tidak ada peremajaan 

angkutan umum  

Maraknya angkutan illegal 

berupa becak bermotor 

(bentor) 

1. kurangnya penegakan 

hukum; dan  

2. kurangnya pemahaman 

masyarakat pengguna 

terhadap penggunaan 

angkutan illegal. 

C. Angkutan Barang   

 Regulasi tentang 

angkutan barang pada 

saat ini menjadi 

kewenangan 

pemerintah pusat. 

Kemacetan yang diakibatkan 

oleh kendaraan angkutan 

barang berdimensi besar 

jika melewati ruas jalan 

yang berkapasitas rendah 

1. rendahnya tingkat 

kepatuhan 

menggunakan kelas 

jalan yang sesuai; dan  

2. angkutan barang masih 

didominasi moda jalan, 

dan masih sedikit yang 

menggunakan moda 

kereta api 

Angkutan barang dengan 

muatan tinggi masuk 

kawasan Jalan Wates 

menuju Kota Yogyakarta 

belum adanya terminal 

angkutan barang di wilayah 

DIY 

Tingkat durabilitas 

perkerasan jalan rendah, 

jalan menjadi mudah rusak 

Peran jembatan timbang 

masih belum optimal 

sehingga masih banyaknya 

pelanggaran muatan di jalan 
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No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

yang mengakibatkan 

kerusakan jalan 

D. Perkeretaapian   

 Pelayanan 

perkeretaapian provinsi 

DIY belum ada tetapi 

masih dalam tahap 

perencanaan 

Belum adanya 

perkeretaapian provinsi 

yang melayani pergerakan 

internal masyarakat di DIY. 

Tingginya pembiayaan 

dalam hal pembangunan dan 

pengoperasian 

perkeretaapian. 

  

E. Pengendalian 

Operasional 
  

  Masih terdapat pelanggaran 

ketentuan kendaraan 

angkutan barang seperti 

muatan lebih, dimensi 

kendaraan, dan kelengkapan 

kendaraan. 

1. rendahnya tingkat 

kepatuhan 

menggunakan kelas 

jalan yang sesuai; dan  

2. angkutan barang masih 

didominasi 

menggunakan moda 

jalan dan masih sedikit 

yang menggunakan 

kereta api 

Pelanggaran terhadap 

angkutan penumpang 

umum, seperti pelanggaran 

SPM, kelengkapan dokumen, 

perizinan, dan lain-lain. 

1. rendahnya kepatuhan 

kru angkutan 

penumpang umum 

terhadap operasional 

dan SPM;  

2. rendahnya kepatuhan 

pengusaha angkutan 

penumpang umum 

terhadap persyaratan 

perizinan dan dokumen. 

  

F. Keselamatan 

Transportasi 
  

  Tingginya penggunaan 

kendaraan pribadi sehingga 

meningkatkan resiko 

kecelakaan lalu lintas 

Perilaku berendara 

masyarakat belum 

semuanya tertib 

Kebutuhan Fasilitas 

Keselamatan Jalan 
Belum semua ruas jalan 

dilengkapi fasilitas 

keselamatan 

G. Prioritas Pejalan Kaki Rendahnya tingkat 

keaamanan dan kenyaman 

fasilitas pejalan kaki 

Belum standarnya 

penyediaan fasilitas pejalan 

kaki 

Banyak ruang jalan pejalan 

kaki yang diambil haknya. 

H.  Penuruan Kualitas 

Udara 

Penggunaan kendaraan 

pribadi yang tinggi menjadi 

salah satu contributor 

tertinggi dalam peningkatan 

Tidak optimalnya aksi 

mitigasi penurunan emisi 

karbon di sektor 

transportasi, seperti 



  RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2026 

 

DINAS PERHUBUNGAN DIY 42 

 

TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

emisi kerbon di sektor 

transportasi 

penggunaan kendaraan 

berbahan bakar non fosil 

serta penggunaan 

kendaraan tidak bermotor 

dan angkutan umum masal. 

Dinas Perhubungan DIY, 2025 

2. Isu Strategis 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. 

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali dari aspek 

gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra 

Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, implikasi RTRW 

bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah 

termasuk juga beberapa studi terkait. 

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan Forum Focussed Group 

Discussion (FDG) dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para pakar 

yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. 

Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut: 

1. Ketimpangan Wilayah 

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai 

kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya yang antara lain 

meminimalkan kesenjangan (gap) antar wilayah dan antar golongan pendapatan. 

Namun demikian hasil akhir dari pembangunan tersebut seringkali dijumpai adanya 

ketimpangan antar wilayah. Hal ini dapat dan bahkan seringkali terjadi karena 

berbagai macam faktor yang antara lain disebabkan perbedaan kandungan sumber 

daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing 

wilayah. Perbedaan tersebut menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam 

mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Sehingga pada setiap daerah 

biasanya terdapat wilayah maju (development region) dan wilayah terbelakang 

(underdevelopment region). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa 

implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang pada 

gilirannya juga akan memberikan implikasi terhadap formulasi kebijakan 

pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa tingkat kesenjangan ekonomi antar kota dan 

kabupaten di DIY yang ditunjukan dengan nilai indeks williamson maupun rasio gini 
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memiliki kecenderungan meningkat dan berada di bawah rata-rata nasional. Pada 

tahun 2019, Indeks Williamson sebesar 0,4693 sedikit turun menjadi 0,452 di tahun 

2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota 

di DIY masih terjadi kesenjangan. Kesenjangan di DIY tergolong kesenjangan ekonomi 

yang berkategori sedang. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di DIY adalah 

adanya perbedaan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Pembangunan 

infrastruktur umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk 

tinggi. 

Berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan ketimpangan wilayah yang 

antara lain adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan 

jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah, bila mobilitas tersebut kurang 

lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang 

membutuhkan. Implikasinya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan 

cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah 

lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses 

pembangunannya. 

Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar 

daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana 

perhubungan ke seluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan 

disini adalah fasilitas perlengkapan jalan, terminal dan pelabuhan guna mendorong 

proses perdagangan antar daerah. Selain itu perlu mendorong dan memfasilitasi 

berkembangnya angkutan umum antar daerah yang efektif, efisien, berteknologi tepat, 

rendah emisi dengan keselamatan tinggi. 

 

2. Yogyakarta International Airport (YIA) 

Bandara YIA merupakan bagian peningkatan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, 

serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung 

kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan dalam hal ini Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya yang merupakan salah satu 

dari 10 prioritas nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dioperasionalkan pada 

tahun 2019. Sedangkan Bandara Adisutjipto hanya digunakan untuk pesawat 

propeller. 

 

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY 2023-2043 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai 
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pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (RTRW DIY) telah ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039. Dalam perkembangannya, 

Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (UUCK) dimana di dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini 

mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan 

yang diatur dalam: 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5490). 

 

Upaya ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan 

Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha 

dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sejalan dengan hal 

tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan arahan 

mengenai pengaturan rencana tata ruang wilayah, termasuk pengaturan mengenai 

perubahan RTRW DIY Tahun 2019 -2039. Dinamika yang timbul sebagai akibat 

perubahan peraturan di tingkat nasional tersebut menyebabkan Perda RTRW DIY 

2019-2039 dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2022. Peninjauan kembali 

tersebut sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 

yang menyebutkan bahwa Peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) 

kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis 

berupa: 

1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan; 

2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; 
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3. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau 

4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.  

 

4. Perubahan Sistem Guna Lahan dan Transportasi 

Tata Guna Lahan (land use planning) adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalam Tata 

guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi, tetapi 

juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan. Tata guna lahan merupakan 

pengaturan pemanfaatan lahan pada lahan di suatu lingkup wilayah (baik tingkat 

nasional, regional, maupun lokal) untuk kegiatan tertentu. 

Biasanya terdapat interaksi langsung antara jenis dan intensitas tata guna lahan 

dengan penawaran fasilitas-fasilitas transportasi yang tersedia. Salah satu tujuan 

utama perencanaan tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin 

adanyakeseimbangan yang efisien antara aktifitas tata guna lahan dengan kemampuan 

transportasi. Salah satu variabel yang bisa menyatakan bahwa ukuran tingkat 

kemudahan pencapaian suatu tata guna lahan dikatakan tinggi atau rendah adalah 

jarak dua tata guna lahan (dalam Km) dan pola pengaturan tata guna lahan. 

Berdasarkan pemahaman tersebut maka Sistem Transportasi akan sangat terkait 

dengan dari berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertamu 

yang berlangsung di atas bidang tanah (kantor, pabrik, pertokoan, rumah, dan lain-

lain). 

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan di 

antara guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi 

sehingga menimbulkan pergerakan orang, kendaraan, dan barang. Pergerakan 

tersebut mengakibatkan berbagai macam interaksi. 

Pembangunan suatu areal lahan memberikan dampak secara langsung terhadap 

timbulnya lalu-lintas. Perencanaan transportasi dibutuhkan sebagai konsekuensi dari 

pertumbuhan kondisi lalu-lintas dan perluasan wilayah. Pertumbuhan wilayah perlu 

direncanakan jika diketahui atau diharapkan bahwa penduduk disuatu tempat akan 

bertambah dan berkembang pesat dan juga jika tingkat pertumbuhan penduduk 

meningkat, karena hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan dan 

perumahan. Kemudian kondisi lalu lintas perlu ditinjau kembali, apabila kepadatan 

dan kemacetan di jalan meningkat serta sistem pergerakan dalam suatu wilayah tidak 

ekonomis lagi, sehingga pada waktunya perluasan kota perlu dikendalikan, bila 

diperkirakan sistem transportasi sudah tidak mampu lagi mendukung perluasan kota 

tersebut. 
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 (Sumber: Paquette, 1980 dalam Laporan Akhir Rencana Induk Transportasi DIY, 2017) 

Gambar 2.2. Hubungan Antara Transportasi dengan Guna Lahan 

Gambar diagram diatas menunjukkan bahwa setiap upaya peningkatan fasilitas 

transportasi akan berdampak terhadap perubahan tataguna lahan apabila tidak ada 

upaya pengendalian. Pengendalian mempunyai peran penting agar upaya peningkatan 

fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdaya guna seoptimal mungkin terhadap 

upaya peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdaya guna 

seoptimal mungkin. 

Aksesibilitas memegang peran penting bagi para pengembang lahan. Namun demikian 

seringkali dijumpai para pengembang lahan yang menciptakan aksesibilitas ke lokasi 

yang dikembangkan agar kepentingan investasi dapat terwujud. Pembatasan yang 

kaku terhadap perubahan tataguna lahan akan sulit dilakukan mengingat sifat 

manusia dan kota yang dinamis. Untuk ini suatu keseimbangan antara perubahan 

tataguna lahan dan fasilitas transportasi perlu dilakukan. 

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 

Telaah terhadap Rancangan Akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara 

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis 

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas 

Perhubungan DIY dan tingkat kinerja yang telah dicapai dengan arahan kepala daerah 

terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap 

Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Akhir RKPD. 



  RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2026 

 

DINAS PERHUBUNGAN DIY 47 

 

TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

     Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nama SKPD: Dinas Perhubungan DIY 

Rancangan Akhir RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana 
(Rp) 

DINAS PERHUBUNGAN 

1 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN TATA 
RUANG 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

1. Persentase Terwujudnya 
Angkutan Umum Ramah 
Lingkungan di Kawasan 
Strategis 

51.50% 

             
21,704,938,000 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN TATA 
RUANG 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

1. Persentase Terwujudnya 
Angkutan Umum Ramah 
Lingkungan di Kawasan 
Strategis 

51.50% 

             
21,704,938,000  

    2. Persentase Penyediaan 
Prasarana LLAJ di 
Kawasan Strategis 

43.52% 

  2. Persentase Penyediaan 
Prasarana LLAJ di 
Kawasan Strategis 

43.52% 

    3. Persentase Penyediaan 
Moda Angkutan 
Tradisional di Kawasan 
Strategis 

92.50% 

  3. Persentase Penyediaan 
Moda Angkutan 
Tradisional di Kawasan 
Strategis 

92.50% 

    4. Persentase Penyediaan 
Satuan Ruang Parkir di 
Tempat Khusus Parkir 
Pada Kawasan Strategis 

100.00% 

  4. Persentase Penyediaan 
Satuan Ruang Parkir di 
Tempat Khusus Parkir 
Pada Kawasan Strategis 

100.00% 

    5. Persentase 
Pengendalian dan 
Pengawasan Lalu Lintas 
Pada Kawasan Strategis 

71.68% 

  5. Persentase 
Pengendalian dan 
Pengawasan Lalu Lintas 
Pada Kawasan Strategis 

71.68% 

                      

1.1 Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang 
Strategis Kasultanan 
dan Kadipaten 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Jumlah 
Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Kasultanan dan Kadipaten 

100%                  
21,704,938,000 

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang 
Strategis Kasultanan 
dan Kadipaten 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Jumlah 
Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Kasultanan dan Kadipaten 

100%                  
21,704,938,000  
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Rancangan Akhir RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana 
(Rp) 

                      

2 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Nilai PKKI Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

94.59              
17,551,057,282 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Nilai PKKI Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

94.59              
17,551,057,282  

                      

2.1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase 
KetersediaanDokumen 
PerencanaanPenganggaran 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

100%                          
37,471,400 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase 
KetersediaanDokumen 
PerencanaanPenganggaran 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

100%                          
37,471,400  

2.2 Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Capaian 
Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

100%                  
15,049,786,054  

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Capaian 
Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

100%                  
15,049,786,054  

2.3 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%                            
2,954,600  

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%                            
2,954,600  

2.4 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Penyediaan peralatan 
rumah tangga dan 
penunjang pelayanan 
adminitrasi perkantoran  

100%                        
270,377,300  

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Penyediaan peralatan 
rumah tangga dan 
penunjang pelayanan 
adminitrasi perkantoran  

100%                        
270,377,300  

2.5 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Pengadaan Barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

100%                            
6,875,000  

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Pengadaan Barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

100%                            
6,875,000  
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Rancangan Akhir RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana 
(Rp) 

Semua 
Kel/Desa  

Semua 
Kel/Desa  

2.6 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 
dan Penunjang Pelayanan 
Adminitrasi Perkantoran  

100%                    
1,257,963,800  

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 
dan Penunjang Pelayanan 
Adminitrasi Perkantoran  

100%                    
1,257,963,800  

2.7 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%                        
925,629,128  

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%                        
925,629,128  

                      

3 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN 
(LLAJ) 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

1. Persentase Penyediaan 
Layanan Angkutan Umum 
di DIY 64.49% 

             
106,763,658,251 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN 
(LLAJ) 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

1. Persentase Penyediaan 
Layanan Angkutan Umum 
di DIY 64.49% 

           
106,763,658,251  

    2. Persentase Penyediaan 
Fasilitas Perlengkapan 
Jalan Pada Jalan Provinsi 

45.93% 

  2. Persentase Penyediaan 
Fasilitas Perlengkapan 
Jalan Pada Jalan Provinsi 

45.93% 

    3. Persentase Penerapan 
Teknologi Berbasis ITS 56.64% 

  3. Persentase Penerapan 
Teknologi Berbasis ITS 56.64% 

    4. Persentase Pemenuhan 
SPM Penyelenggaraan 
Terminal Penumpang 
Angkutan Tipe B 

82.43% 

  4. Persentase Pemenuhan 
SPM Penyelenggaraan 
Terminal Penumpang 
Angkutan Tipe B 

82.43% 

    5. Persentase Pemenuhan 
SPM Layanan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

87.72% 

  5. Persentase Pemenuhan 
SPM Layanan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

87.72% 
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Rancangan Akhir RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana 
(Rp) 

    6. Persentase Penanganan 
Lalu Lintas Pada 6 
Kawasan 

80.50% 
  6. Persentase Penanganan 

Lalu Lintas Pada 6 
Kawasan 

80.50% 

    7. Persentase Ketertiban 
LLAJ 85.62% 

  7. Persentase Ketertiban 
LLAJ 85.62% 

    8. Persentase Penanganan 
Daerah Rawan Kecelakaan 50.00% 

  8. Persentase Penanganan 
Daerah Rawan Kecelakaan 50.00% 

                      

3.1 Penetapan Rencana 
Induk Jaringan LLAJ 
Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Dokumen 
Acuan Dalam Perencanaan 
Jaringan Jalan di DIY 

100%                        
460,500,000  

Penetapan Rencana 
Induk Jaringan LLAJ 
Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Dokumen 
Acuan Dalam Perencanaan 
Jaringan Jalan di DIY 

100%                        
460,500,000  

3.2 Penyediaan 
Perlengkapan Jalan di 
Jalan Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan Serta 
Dipertahankannya Fungsi 
Prasarana dan 
Perlengkapan Jalan yang 
Telah Tersedia 

100%                  
13,328,916,550  

Penyediaan 
Perlengkapan Jalan di 
Jalan Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan Serta 
Dipertahankannya Fungsi 
Prasarana dan 
Perlengkapan Jalan yang 
Telah Tersedia 

100%                  
13,328,916,550  

3.3 Pelaksanaan 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 
untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Penerapan 
Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas di DIY 

100%                    
4,159,940,300  

Pelaksanaan 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 
untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Penerapan 
Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas di DIY 

100%                    
4,159,940,300  

3.4 Persetujuan Hasil 
Analisis Dampak Lalu 
Lintas (Andalalin) 
untuk Jalan Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Pelaksanaan 
Penilaian Dokumen  
Analisis Dampak Lalu 
Lintas di Jalan Provinsi 

100%                            
7,760,000  

Persetujuan Hasil 
Analisis Dampak Lalu 
Lintas (Andalalin) 
untuk Jalan Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Pelaksanaan 
Penilaian Dokumen  
Analisis Dampak Lalu 
Lintas di Jalan Provinsi 

100%                            
7,760,000  
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Rancangan Akhir RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana 
(Rp) 

3.5 Penyediaan Angkutan 
Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang 
dan/atau Barang 
Antar Kota dalam 1 
(satu) Daerah 
Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Operasional 
Angkutan Umum Dalam 
Trayek 

100%                  
88,806,541,401 

Penyediaan Angkutan 
Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang 
dan/atau Barang 
Antar Kota dalam 1 
(satu) Daerah 
Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Operasional 
Angkutan Umum Dalam 
Trayek 

100%                  
88,806,541,401  

                      

BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN 

1 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Nilai PKKI Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

94.59                 
3,450,810,200  

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Nilai PKKI Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

94.59                 
3,450,810,200  

                      

1.1 Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Capaian 
Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

100%                          
29,942,500  

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Capaian 
Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

100%                          
29,942,500  

1.2 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%                            
1,966,000  

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%                            
1,966,000  

1.3 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Penyediaan peralatan 
rumah tangga dan 
penunjang pelayanan 
adminitrasi perkantoran 

100%                          
90,231,300  

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Penyediaan peralatan 
rumah tangga dan 
penunjang pelayanan 
adminitrasi perkantoran 

100%                          
90,231,300  
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Rancangan Akhir RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana 
(Rp) 

1.4 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 
dan Penunjang Pelayanan 
Adminitrasi Perkantoran  

100%                    
2,933,817,000  

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 
dan Penunjang Pelayanan 
Adminitrasi Perkantoran  

100%                    
2,933,817,000  

1.5 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%                        
394,853,400  

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%                        
394,853,400  

                      

2 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN 
(LLAJ) 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

1. Persentase Penyediaan 
Layanan Angkutan Umum 
di DIY 64.49% 

                   
418,900,000 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN 
(LLAJ) 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

1. Persentase Penyediaan 
Layanan Angkutan Umum 
di DIY 64.49% 

                    
418,900,000  

    2. Persentase Penyediaan 
Fasilitas Perlengkapan 
Jalan Pada Jalan Provinsi 

45.93% 

  2. Persentase Penyediaan 
Fasilitas Perlengkapan 
Jalan Pada Jalan Provinsi 

45.93% 

    3. Persentase Penerapan 
Teknologi Berbasis ITS 56.64% 

  3. Persentase Penerapan 
Teknologi Berbasis ITS 56.64% 

    4. Persentase Pemenuhan 
SPM Penyelenggaraan 
Terminal Penumpang 
Angkutan Tipe B 

82.43% 

  4. Persentase Pemenuhan 
SPM Penyelenggaraan 
Terminal Penumpang 
Angkutan Tipe B 

82.43% 

    5. Persentase Pemenuhan 
SPM Layanan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

87.72% 

  5. Persentase Pemenuhan 
SPM Layanan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

87.72% 

    6. Persentase Penanganan 
Lalu Lintas Pada 6 
Kawasan 

80.50% 
  6. Persentase Penanganan 

Lalu Lintas Pada 6 
Kawasan 

80.50% 
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Rancangan Akhir RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana 
(Rp) 

    7. Persentase Ketertiban 
LLAJ 85.62% 

  7. Persentase Ketertiban 
LLAJ 85.62% 

    8. Persentase Penanganan 
Daerah Rawan Kecelakaan 50.00% 

  8. Persentase Penanganan 
Daerah Rawan Kecelakaan 50.00% 

                      

2.1 Pengelolaan Terminal 
Penumpang Tipe B 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Ketersediaan Fasilitas 
Penyelenggaraan Terminal 
Tipe B 

100% 418,900,000 Pengelolaan Terminal 
Penumpang Tipe B 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

Ketersediaan Fasilitas 
Penyelenggaraan Terminal 
Tipe B 

100% 418,900,000 

JUMLAH 149,889,363,733 JUMLAH 149,889,363,733  

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025
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BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025–2029, 

maka Kementerian Perhubungan telah memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen 

pendukung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 

tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan adalah 

dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahunan atau 

dokumen perencanaan jangka menengah. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Perhubungan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan 

pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Kementerian Perhubungan. 

Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan sektoral, dalam hal ini sektor perhubungan, secara substansi Renstra 

Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu periode 2025-2029 sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada Visi Indonesia Emas 2025 melalui Pandangan 

Bangsa Indonesia Mengenai Keadaan Bangsa Yang Diinginkan Pada 100 (Seratus) Tahun 

Kemerdekaan. 

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju 

dan Berkelanjutan”, maka Arah Pembangunan Nasional Tahap I Tahun 2025-2029 

diarahkan pada Penguatan Fondasi Transformasi dengan penekanan pada 5 (lima) Agenda 

Pembangunan Nasional yaitu Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi 

Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; Ketahanan Sosial, 

Budaya, dan Ekologi.  Kementerian Perhubungan menjadi bagian dalam Sektor 

Tranformasi Ekonomi yang berperan penting dalam Penguatan Infrastruktur dan 

Konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2025-2029 

bertujuan untuk mewujudkan transportasi yang maju dan berkelanjutan, mendukung visi 

"Indonesia Emas 2045". Renstra tersebut akan fokus pada peningkatan konektivitas 

nasional, efisiensi dan daya saing transportasi, serta keselamatan dan keamanan.  
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Beberapa Prioritas Pembangunan dalam Renstra Kemenhub 2025-2029 meliputi:  

a. Peningkatan Konektivitas:  

Memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pengembangan jaringan 

transportasi laut, udara, darat, dan kereta api.  

b. Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing:  

Meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing transportasi, termasuk 

pelabuhan, bandara, dan terminal.  

c. Keselamatan dan Keamanan:  

Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh moda transportasi, termasuk 

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia.  

d. Transportasi Berkelanjutan:  

Mengembangkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.  

e. Tata Kelola Pemerintahan:  

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan di sektor 

transportasi. 

Beberapa Isu Strategis yang Akan Ditangani meliputi:  

a. Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas transportasi ke seluruh wilayah, 

termasuk daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.  

b. Konektivitas: Memperkuat konektivitas antar wilayah untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.  

c. Integrasi: Meningkatkan integrasi antar moda transportasi dan antar sektor 

terkait.  

d. Transportasi Perkotaan: Mengembangkan transportasi perkotaan yang efisien 

dan berkelanjutan untuk mendukung mobilitas perkotaan.  

e. Perkembangan Teknologi: Mengantisipasi dan memanfaatkan perkembangan 

teknologi di bidang transportasi, seperti drone, smart airport, dan cyber security.  

f. Perubahan Iklim: Mengembangkan solusi transportasi yang adaptif terhadap 

perubahan iklim.  
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Tabel 3-2 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L 

No. Sasaran Renstra K/L Permasalahan 

OPD 

Faktor Penghambat Faktor 

Pendorong 

1. Terwujudnya 

konektivitas nasional 

Belum 

optimalnya 

konektivitas 

masyarakat 

terhadap jasa 

layanan 

transportasi 

Belum optimalnya simpul 

transportasi serta layanan 

angkutan umum yang 

terintegrasi 

Adanya komitmen 

Pemda DIY dan 

kerjasama dengan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

dan stakeholder 

terkait 

5. Meningkatnya kualitas 

tata kelola kebijakan, 

regulasi dan hukum 

Banyak regulasi 

yang sudah tidak 

sesuai dengan 

perkembangan 

transportasi  

 

regulasi pemerintah pusat 

tidak relevan dengan 

kondisi daerah dan tidak 

adanya dukungan 

anggaran untuk 

penegakan regulasi 

Komitmen 

pelaksanaan dan 

penegakan 

regulasi 

7. Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan yang baik  

belum 

optimalnya 

pelayanan 

publik 

Keterbatasan SDM Koordinasi yang 

baik di internal 

Pemda DIY 

6. Meningkatnya kualitas 

transportasi 

berkelanjutan 

Tingginya 

pemakaian 

kendaraan 

pribadi  

pelayanan angkutan 

umum yang kurang 

memadai 

optimalisasi 

teknologi 

transportasi 

untuk mengurai 

kemacetan dan 

akses perjalanan 

  Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025 

 

3.1.1 Telaah Atas 11 (Sebelas) Program Prioritas Presiden 

Visi dan Misi Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming 

Raka berlandaskan pada visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 

2045.” Visi ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dirintis 

pemerintahan sebelumnya, dengan tujuan utama menjadikan Indonesia sebagai negara 

maju, sejahtera, dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya, disusunlah delapan misi yang 

disebut Asta Cita, yang mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari 

penguatan ideologi hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.  Asta Cita – Delapan Misi 

Utama tersebut meliputi: 
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1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM 

Meneguhkan nilai-nilai dasar negara, menjaga kebebasan berdemokrasi, serta 

menjunjung hak asasi manusia. 

2. Memperkokoh Pertahanan dan Keamanan 

Menjamin kedaulatan bangsa melalui modernisasi alutsista dan kemandirian 

pertahanan. 

3. Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas & Mendorong Kewirausahaan 

Mengembangkan industri kreatif, memperluas kesempatan kerja, serta 

melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata. 

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Meningkatkan mutu pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, dan olahraga, serta 

menjamin kesetaraan gender dan perlindungan bagi kelompok rentan. 

5. Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional 

Mendorong pengolahan komoditas di dalam negeri, mengurangi ekspor bahan 

mentah, dan memperkuat rantai pasok industri. 

6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi 

Memajukan wilayah pedesaan, memberdayakan masyarakat lokal, serta 

mempercepat pengentasan kemiskinan. 

7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas korupsi. 

8. Kehidupan Harmonis dengan Lingkungan 

Menjaga kelestarian alam, membangun keberlanjutan, dan memperkuat 

toleransi antarumat beragama demi terciptanya masyarakat yang adil dan 

makmur. 

 

Asta Cita ini kemudian dituangkan dalam program-program prioritas yang lebih konkret, 

yang dikenal dengan 11 Program Prioritas Presiden. Program – Program Prioritas 

Presiden tersebut meliputi: 

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): Program utama ini menelan anggaran terbesar, 

yaitu Rp 121 triliun. Alokasi ini direncanakan untuk memberikan makanan dan 

susu gratis bagi anak sekolah, santri, dan balita, dengan target harga per porsi 

yang telah disesuaikan menjadi sekitar Rp 10.000. 
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2. Program 3 Juta Rumah: Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 41,88 

triliun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 

mendukung pembangunan 3 juta rumah rakyat. 

3. Koperasi Desa Merah Putih: Untuk memperkuat ekonomi pedesaan, program 

ini menerima alokasi anggaran yang sangat besar, yaitu Rp 200 triliun. Dana ini 

akan digunakan untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada 

UMKM dan petani di desa. 

4. Sekolah Rakyat: Untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak, pemerintah 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,6 triliun. 

5. Sekolah Unggul Garuda: Program ini, yang bertujuan membangun sekolah 

berkualitas tinggi, menerima alokasi anggaran sebesar Rp 2 triliun. 

6. Rehabilitasi Sekolah: Selain program "Sekolah Rakyat", rehabilitasi sekolah 

secara umum dialokasikan dana sebesar Rp 19,5 triliun. 

7. Kesehatan Gratis (CKG): Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,4 

triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. 

8. Penuntasan Tuberkulosis: Untuk mengatasi penyakit TBC, pemerintah 

mengalokasikan dana sebesar Rp 1,5 triliun. 

9. Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas: Untuk meningkatkan fasilitas 

kesehatan, pemerintah menganggarkan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan 

rumah sakit baru yang berkualitas di berbagai daerah. 

10. Lumbung Pangan Nasional: Program ketahanan pangan ini dialokasikan 

anggaran sebesar Rp 23,16 triliun untuk pembangunan lumbung pangan dan 

infrastruktur pendukungnya. 

11. Pembangunan Bendungan dan Irigasi: Untuk mendukung swasembada 

pangan, alokasi anggaran untuk pembangunan bendungan dan irigasi adalah 

sebesar Rp 20,5 triliun. 

 

Dalam rangka mempercepat implementasi Program Prioritas Presiden, Dinas 

Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah merumuskan strategi intervensi 

yang fokus pada dua dari sebelas program tersebut. Dukungan ini diintegrasikan ke dalam 

kerangka kerja dan dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan DIY periode 
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2022-2027, khususnya melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ). 

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Intervensi Dinas Perhubungan DIY 

berfokus pada optimalisasi aspek logistik dan distribusi. Hal ini mencakup 

peningkatan efisiensi, ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam lalu lintas 

untuk menjamin kelancaran rantai pasok makanan bergizi. Dukungan ini 

esensial untuk memastikan bahwa makanan dapat didistribusikan secara tepat 

waktu dan aman hingga ke titik akhir. 

2. Program Sekolah Unggul Garuda: Dukungan Dinas Perhubungan DIY pada 

program ini difokuskan pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan 

pembentukan karakter. Intervensi dilakukan melalui inisiatif "Pemilihan 

Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas." Program ini bertujuan untuk 

menanamkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas pada generasi muda, yang 

secara tidak langsung mendukung pembentukan SDM unggul sesuai visi 

program. 

Seluruh dukungan teknis dan operasional ini merupakan bagian dari komitmen Dinas 

Perhubungan DIY untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, 

dengan memanfaatkan program dan sumber daya yang telah direncanakan sebelumnya. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Dalam membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang 

telah terkandung di dalam Visi Menyongsong Abad Samudera Hindia dan terkait dengan 

isu-isu global dan nasional seperti telah dipaparkan di atas, maka Visi Gubernur  yang 

cukup realistis dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2022 – 2027), pada intinya adalah 

untuk lebih mewujudnyatakan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya (yaitu 

“Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017” dan “Menyongsong 

Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017-2022”), yang 

kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Panca Mulia), serta sekaligus menanggapi isu-

isu nasional maupun global saat ini. Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di 

atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah:  

Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, 

Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi. 
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Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-

2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia 

diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. 

Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi 

substansi dengan Amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyandang misi untuk menjawab 

isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan 

beberapa ukuran seperti: 

1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan; 

2. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan; 

3. Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram; 

4. Kehidupan ekonomi yang layak; 

5. Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah); 

6. Good governance pada berbagai tingkatan. 

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) 

misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus 

dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi Terwujudnya PANCAMULIA 

Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta 

Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdapat empat Misi 

yang dapat dirumuskan yakni: 

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif 

dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kelurahan; 

2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, 

peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat; 

3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan 

teknologi informasi; 

4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan 

pertanahan yang lebih baik 

3.2.1 Tujuan 

Berdasarkan telaah atas permasalahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan 

kebijakan secara nasional di bidang transportasi, maka pembangunan transportasi di DIY 

ditujukan untuk mewujudkan sebuah sistem transportasi yang berkelanjutan atau yang 

selanjutnya disebut dengan sustainable mobility. 
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Dinas Perhubungan DIY sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu 

Gubernur dalam melaksanakan urusan Perhubungan. dalam rangka pencapaian sasaran 

berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan wilayah maka sesuai dengan 

prioritas arahan pembangunan 2022 - 2027 yaitu fokus pada misi ke dua yakni 

Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan 

infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya 

setempat serta misi keempat yakni Melestarikan lingkungan dan warisan budaya 

melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. Kedua misi Gubernur DIY 

tersebut diterjemahkan kedalam tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan DIY yakni 

Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. 

Guna mewujudkan tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan DIY tersebut, didukung 

melalui pencapaian sasaran perangkat daerah yang akan dicapai pada tahun 2022 hingga 

tahun 2027. Sasaran Dinas Perhubungan DIY meliputi: 

1. Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dengan Indikator 

Sasaran adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum; 

2. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian 

Lingkungan, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Pengelolaan Sektor 

Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan; 

3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat 

Daerah, dengan Indikator Sasaran adalah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah. 

Fokus utama dalam mewujudkan sasaran “Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis 

Angkutan Umum” dalam penataan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 

sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta yang terintegrasi dan ramah lingkungan. 

Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalu lintas 

di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi 

berbahan bakar fosil. Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang 

maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan 

transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor 

pribadi di jalan berdampak pada peningkatan emisi di sektor transportasi serta 

mengindikasikan bahwa angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik 

jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih 
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untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang 

lebih efektif dan efisien. 

 

Tabel 3-3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap 

Pencapaian Sasaran OPD 

Uraian Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

Sasaran: 

1. Terwujudnya 

Jalan 

Berkeselamatan 

Berbasis 

Angkutan Umum 

2. Pengelolaan 

Sektor 

Transportasi di 

Kawasan 

Strategis Dalam 

Mendukung 

Pelestarian 

Lingkungan 

 

1. Tingkat kepadatan 

lalu lintas semakin 

tinggi yang 

mengakibatkan 

meningkatnya 

potensi kemacetan. 

Hal ini disebabkan 

oleh pertumbuhan 

jumlah kendaraan 

pribadi tidak 

sebanding dengan 

Pertumbuhan 

infrastruktur jalan. 

2. Kinerja layanan 

angkutan umum 

yang belum optimal. 

3. Penurunan kualitas 

udara yang 

diakibatkan oleh 

peningkatan emisi 

karbon di sektor 

transportasi melalui 

peningkatan gas 

buang oleh 

kendaraan pribadi 

 

1. Tingginya penggunaan 

kendaraan bermotor 

pribadi  

2. Rendahnya minat 

masyarakat 

menggunakan angkutan 

umum  

3. Munculnya pusat 

pertumbuhan ekonomi 

baru yang tidak diiringi 

dengan penambahan 

kapasitas prasarana 

transportasi 

4. Kurangnya penyediaan 

sarana dan prasarana 

pendukung layanan 

transportasi  

 

1. Dukungan Pelestarian 

kawasan Budaya 

2. Dukungan kebijakan 

pengembangan 

angkutan massal dan 

strategi pembatasan 

akses kendaraan 

pribadi 

3. Dukungan Kebijakan 

penurunan Gas Rumah 

Kaca 

4. Dukungan Kebijakan 

Rencana Umum 

Nasional Keselamatan  

 

          Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025 

3.2.2 Sasaran 

Sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan 

di Wilayah DIY adalah sebagai berikut. 

1. Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dengan Indikator 

Sasaran adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum; 
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2. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian 

Lingkungan, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Pengelolaan Sektor 

Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan; 

3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat 

Daerah, dengan Indikator Sasaran adalah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah. 

Tabel 3-4 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2026 

No Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Sasaran 

Indikator 

Sasaran 

Target 

Kinerja 

Tahun 

2026 

1. Terwujudnya 

Mobilitas 

Berkelanjutan 

di Wilayah DIY 

Persentase 

Capaian 

Mobilitas 

Berkelanjutan 

di Wilayah DIY 

  70.50% 

1.1   Terwujudnya Jalan 

Berkeselamatan 

Berbasis Angkutan 

Umum 

Persentase 

Capaian Jalan 

Berkeselamatan 

Berbasis Angkutan 

Umum 

69.17% 

1.2   Pengelolaan 

Sektor 

Transportasi di 

Kawasan Strategis 

Dalam Mendukung 

Pelestarian 

Lingkungan 

Persentase 

Capaian 

Pengelolaan 

Sektor 

Transportasi di 

Kawasan Strategis 

Dalam Mendukung 

Pelestarian 

Lingkungan 

71.84% 

1.3   Meningkatnya 

Tata Kelola 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan di 

Perangkat Daerah 

Kategori 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat Daerah 

A 

(Nilai 

89.05) 

    Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025 

 

3.3 Program dan Kegiatan 

3.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 
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Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

sebagaimana pada tabel berikut ini. 

Tabel 3-5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah 

No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

A. Lalu lintas Jalan   

 Tingkat kepadatan lalu 

lintas semakin tinggi 

sehingga meningkatkan 

potensi kemacetan yang 

disebabkan 

pertumbuhan jumlah 

kendaraan pribadi tidak 

sebanding dengan 

pertumbuhan 

infrastruktur jalan 

 

Meningkatnya kemacetan 

lalu lintas di jalan lingkar 

(ringroad) khususnya 

ringroad utara. 

1. munculnya pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi 

baru sebagai tarikan 

perjalanan;  

2. fenomena “urban 

sprawl” dan “efek 

lompat katak” (proses 

terbentuknya 

permukiman-

permukiman baru dan 

juga kawasan-kawasan 

wisata di pinggiran 

wilayah perkotaan) 

yang menjadi pusat 

banggkitan perjalanan. 

Kemacetan di pusat kota 

(Kawasan Malioboro, Alun – 

Alun Utara, dan kawasan 

wisata lainnya) di dalam 

Kota Yogyakarta. 

Tingginya minat wisatawan 

ke Kota Yogyakarta sehingga 

banyak kendaraan dari luar 

kota dan bus-bus besar 

(pariwisata) yang masuk ke 

dalam kota 

Kemacetan lalu lintas akibat 

truk-truk pengangkut 

barang yang masuk ke 

pusat-pusat kota atau 

kabupaten di DIY 

1. Jaringan pelayanan 

transportasi jalan yang 

tersedia pada saat ini 

belum sepenuhnya 

sesuai dengan pola 

distribusi angkutan 

barang;  

2. Banyaknya 

pelanggaran terhadap 

pola operasional 

angkutan barang; serta  

3. Belum optimalnya 

pengaturan waktu-

waktu khusus untuk 

pelayanan angkutan 

barang. 

  Kemacetan di lokasi-lokasi 

wisata di Kabupaten, 

khususnya pada waktu-

waktu liburan 

1. Daya tarik DIY sebagai 

tempat wisata utama;  

2. Tingginya minat 

wisatawan;  

3. Pola penggunaan 

kendaraan pribadi yang 
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No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

tinggi oleh wisatawan 

khususnya wisatawan 

nusantara; serta  

4. Belum optimalnya 

angkutan umum 

khususnya yang 

melayani kawasan 

wisata di luar KPY 

(angkutan perdesaan).  

B. Angkutan Penumpang  

Umum 
 

 
 

 Rendahnya penggunaan 

angkutan penumpang 

umum disebabkan oleh 

pelayanan angkutan 

umum yang kurang 

terintegrasi khususnya 

dari AKDP dan 

Angkutan Perdesaan, 

waktu tunggu yang lama 

dan adanya ruas-ruas 

jalan yang mengalami 

kemacetan. 

Keengganan masyarakat 

untuk menggunakan 

angkutan umum karena 

tingginya penggunaan 

kendaraan pribadi, dan 

keterbatasan jaringan 

angkutan umum 

1. Pola pikir penggunaan 

kendaraan pribadi 

masih dominan;  

2. Rendahnya tingkat 

keterpaduan jaringan 

pelayanan dan jaringan 

prasarana transportasi 

jalan dengan moda 

/antar moda (angkutan 

perkotaan, AKAP, AKDP, 

dan pedesaan); serta 

3. Keterbatasan cakupan 

layanan bus Trans Jogja 

sehingga belum dapat 

menjangkau seluruh 

kawasan di DIY 

Rendahnya minat 

masyarakat untuk 

menggunakan angkutan 

umum karena aksesibilitas 

yang tidak langsung ke 

tempat tujuan serta 

tingginya tarif untuk 

angkutan yang bersifat door 

to door service (misalnya 

angkutan taksi). 

1. Maraknya angkutan 

ilegal yang memberi 

layanan sampai ke 

tujuan akhir (door to 

door service). 

2. Peningkatan 

penggunaan Angkutan 

Sewa Khusus yang 

melayani door to door 

service 

Rendahnya tingkat 

pelayanan angkutan umum 

bus layanan non buy the 

service (AKDP, Angkutan 

Perdesaan). 

1. kurangnya pengawasan 

terhadap standar 

pelayanan; dan  

2. tidak ada peremajaan 

angkutan umum  

Maraknya angkutan ilegal 

berupa becak bermotor 

(bentor) 

1. kurangnya penegakan 

hukum; dan  

2. kurangnya pemahaman 

masyarakat pengguna 

terhadap penggunaan 

angkutan illegal. 

C. Angkutan Barang   
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No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

 Regulasi tentang 

angkutan barang pada 

saat ini menjadi 

kewenangan 

pemerintah pusat. 

Kemacetan yang diakibatkan 

oleh kendaraan angkutan 

barang berdimensi besar 

jika melewati ruas jalan 

yang berkapasitas rendah 

1. rendahnya tingkat 

kepatuhan 

menggunakan kelas 

jalan yang sesuai; dan  

2. angkutan barang masih 

didominasi moda jalan, 

dan masih sedikit yang 

menggunakan moda 

kereta api 

Angkutan barang dengan 

muatan tinggi masuk 

kawasan Jalan Wates 

menuju Kota Yogyakarta 

belum adanya terminal 

angkutan barang di wilayah 

DIY 

Tingkat durabilitas 

perkerasan jalan rendah, 

jalan menjadi mudah rusak 

Peran jembatan timbang 

masih belum optimal 

sehingga masih banyaknya 

pelanggaran muatan di jalan 

yang mengakibatkan 

kerusakan jalan 

D. Perkeretaapian   

 Pelayanan 

perkeretaapian provinsi 

DIY belum ada tetapi 

masih dalam tahap 

perencanaan 

Belum adanya 

perkeretaapian provinsi 

yang melayani pergerakan 

internal masyarakat di DIY. 

Tingginya pembiayaan 

dalam hal pembangunan dan 

pengoperasian 

perkeretaapian. 

  

E. Pengendalian 

Operasional 
  

  Masih terdapat pelanggaran 

ketentuan kendaraan 

angkutan barang seperti 

muatan lebih, dimensi 

kendaraan, dan kelengkapan 

kendaraan. 

1. rendahnya tingkat 

kepatuhan 

menggunakan kelas 

jalan yang sesuai; dan  

2. angkutan barang masih 

didominasi 

menggunakan moda 

jalan dan masih sedikit 

yang menggunakan 

kereta api 

Pelanggaran terhadap 

angkutan penumpang 

umum, seperti pelanggaran 

SPM, kelengkapan dokumen, 

perizinan, dan lain-lain. 

1. rendahnya kepatuhan 

kru angkutan 

penumpang umum 

terhadap operasional 

dan SPM;  

2. rendahnya kepatuhan 

pengusaha angkutan 

penumpang umum 

terhadap persyaratan 

perizinan dan dokumen. 
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No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah 

F. Keselamatan 

Transportasi 
  

  Tingginya penggunaan 

kendaraan pribadi sehingga 

meningkatkan resiko 

kecelakaan lalu lintas 

Perilaku berkendara 

masyarakat belum 

semuanya tertib 

Kebutuhan Fasilitas 

Keselamatan Jalan 
Belum semua ruas jalan 

dilengkapi fasilitas 

keselamatan 

G. Prioritas Pejalan Kaki Rendahnya tingkat 

keamanan dan kenyaman 

fasilitas pejalan kaki 

Belum standarnya 

penyediaan fasilitas pejalan 

kaki 

Banyak ruang jalan pejalan 

kaki yang diambil haknya. 

H.  Penurunan Kualitas 

Udara 

Penggunaan kendaraan 

pribadi yang tinggi menjadi 

salah satu kontributor 

tertinggi dalam peningkatan 

emisi karbon di sektor 

transportasi 

Tidak optimalnya aksi 

mitigasi penurunan emisi 

karbon di sektor 

transportasi, seperti 

penggunaan kendaraan 

berbahan bakar non fosil 

serta penggunaan 

kendaraan tidak bermotor  

dan angkutan umum massal. 

 Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2024 

 

3.3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis OPD 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. 

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali dari aspek 

gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Rumusan isu strategis yang akan ditangani 

dengan Rencana Strategis sebagai berikut: 

1. Potensi Kunjungan Wisata Ke Wilayah DIY 

Terdapat 12 kawasan Strategis Pariwisata di Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

meliputi: 

a. Kawasan Lereng – Merapi Bagian Selatan  

b. Kawasan Prambanan – Ratu Boko 

c. Kawasan Godean - Moyudan Dan Sekitarnya 

d. Kawasan Kraton-Malioboro Dan Sekitarnya 

e. Kawasan Kasongan-Tembi-Wukirsari Dan Sekitarnya 

f. Kawasan Parangtritis - Depok- Kuwaru Dan Sekitarnya 
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g. Kawasan Baron-Sundak Dan Sekitarnya 

h. Kawasan Siung-Wediombo- Bengawan Solo Dan Sekitarnya 

i. Kawasan Patuk Dan Sekitarnya 

j. Kawasan Karst Gunung Sewu Dan Sekitarnya 

k. Kawasan Congot-Glagah- Trisik Dan Sekitar Nya 

l. Kawasan Pegunungan Menoreh Dan Sekitarnya 

Kawasan diatas memiliki potensi wisata yang tinggi, dan berdampak pada mobilisasi 

oran sehingga menambah kepadatan lalu lintas pada jaringan jalan yang menunjang 

kawasan tersebut. Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan 

penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang baik dari 

jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut. 

2. Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat 

Sejak tahun 2008, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah 

mengimplementasikan sistem subsidi pada layanan angkutan umum perkotaan 

melalui pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja. Model subsidi 

yang diterapkan mengadopsi skema Buy the Service (BTS), di mana besaran subsidi 

didasarkan pada pembelian kinerja pelayanan angkutan. Sistem ini terus berlangsung 

hingga saat ini, dengan nama resmi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja. 

Implementasi sistem ini secara berkelanjutan menunjukkan komitmen pemerintah 

daerah dalam menyediakan layanan transportasi publik yang terjangkau dan handal 

bagi masyarakat. 

Implementasi layanan angkutan perkotaan ini didasarkan pada sejumlah prinsip 

utama, antara lain: cakupan layanan yang komprehensif di seluruh kecamatan di 

Kawasan Perkotaan Yogyakarta, kepastian rute dan jadwal operasional, serta lokasi 

perhentian bus yang tetap. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) juga 

menjadi acuan dalam operasional sistem layanan angkutan perkotaan tersebut, 

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan 

(Dishub) DIY dan PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku operator, yang 

didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan 

Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy the Service (BTS). 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap dengan 

beroperasinya Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja akan menjadi solusi 
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transportasi publik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk di 

wilayah perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya, namun juga berkontribusi pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui 

Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja telah melayani 19 rute dengan 

mengoperasikan 95 unit bus. Kementerian Perhubungan juga turut berpartisipasi 

melalui Program Buy the Service (BTS) atau biasa disebut dengan Program Teman Bus 

yang melayani 3 rute dengan 44 unit bus. Secara keseluruhan, layanan angkutan umum 

perkotaan ini telah menjangkau 25 kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta 

(KPY). 

 

Gambar 3.2. Jumlah Penumpang Trans Jogja Tahun 2020 – 2024 

                                         Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025 

 

Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan, Dinas Perhubungan DIY telah 

mengembangkan inovasi berupa Aplikasi Perhitungan Jumlah Penumpang. Aplikasi 

tersebut berfungsi untuk memantau jumlah penumpang yang melakukan transaksi 

pembayaran pada mesin tiket serta total pendapatan yang diperoleh. Aplikasi tersebut 

memungkinkan pemantauan data transaksi dan pendapatan secara real time. 

Berdasarkan data dari aplikasi tersebut, tercatat jumlah penumpang yang melakukan 

pembayaran/transaksi sebesar 4.523.238 penumpang. Capaian tersebut telah 

melampaui target yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama antara Dinas 

Perhubungan dengan PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) tahun 2024, yaitu 

sebesar 4.300.000 penumpang. 

2.776.667

1.508.450

3.045.957

5.465.574

8.984.984 

2020 2021 2022 2023 2024
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Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penumpang Trans Jogja pada tahun 2024, 

yaitu sebanyak 3.500.000 penumpang dibandingkan tahun 2023. Angka ini 

mencerminkan total penumpang yang menggunakan layanan Trans Jogja selama 

periode satu tahun, termasuk mereka yang melakukan transit. 

Pada tahun 2024, layanan Bus Trans Jogja mencatat peningkatan signifikan dalam 

jumlah penumpang dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencapai 

64,39% atau setara dengan 3.500.000 penumpang, dengan rata-rata penumpang 

harian sebesar 24.616 penumpang. Angka tersebut mencerminkan total penumpang 

yang menggunakan layanan Trans Jogja selama periode satu tahun, termasuk 

didalamnya penumpang yang melakukan transit. 

Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi di Yogyakarta yang mencapai angka 10-

12 persen per tahun berkorelasi secara linear terhadap tingginya angka kemacetan 

lalu lintas di ruas-ruas dan simpang di KPY, termasuk juga hambatan terhadap 

perjalanan Bus Trans Jogja karena sifat operasinya yang masih bercampur dengan lalu 

lintas lainnya (mix traffic). 

Tingginya mobilitas masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan 

terukur, layanan yang diinginkan masyarakat adalah layanan yang dapat dengan 

mudah menjangkau titik tujuan, seperti pusat pendidikan atau lokasi wisata. Dalam hal 

cepat dan terukur Transjogja masih belum sepenuhnya memenuhi dua kriteria 

tersebut,informasi transjogja masih terbatas pada aplikasi yang harus di dowload oleh 

pengguna, dimana tidak semua pengguna sudah paham terhadap aplikasi tersebut, 

sedangkan untuk ketapatan dan terukur selain karena masih bercampur dengan lalu 

lintas lainnya (mix traffic), layanan transjogja juga belum melayani ke semua wialayah 

di perkotaan Yogyakarta. 

Banyaknya permintaan masyarakat terhadap waktu tunggu yang singkat belum dapat 

dipenuhi hal ini disebabkan jumlah armada yang belum ideal menyebabkan headway 

yang cukup lama dan belum memenuhi SPM, sehingga menjadi salah satu faktor 

penyebab kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan Transjogja 

3. Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas  

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor kendaraan 

bermotor pada pengguna kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda, lalu lintas 

yang mix traffic membuat pesepeda menjadi tidak aman dan nyaman dalam berlalu 

lintas di jalan. Perlu adanya prioritas terhadap pelaku perjalanan yang menggunakan 

sepeda, becak kayuh dan andong. Mendorong masyarakat menggunakan kendaraan 
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tidak bermotor khususnya sepeda kayuh menjadi salah satu langkah untuk 

mengurangi efek gas rumah kaca dari peningkatan emisi karbon di sektor transportasi. 

Pengaturan jalur sepeda yang aman dan baik akan mendorong masyarakat dalam 

melakukan mobilisasinya dengan menggunakan sepeda. 

4. Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan  

Pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia dalam tahun-

tahun terakhir, ditambah dengan penduduk yang memasuki usia remaja serta 

beragamnya jenis kendaraan telah menyokong memburuknya masalah keselamatan 

Jalan. Kondisi ini akan tetap memburuk dengan pertambahan jumlah kendaraan rata 

rata 10 – 12% per tahun dan peningkatan jumlah penduduk jika tidak diikuti oleh 

perbaikan di bidang manajemen keselamatan jalan, baik yang menyangkut prasarana, 

kendaraan dan sumber daya manusia. Peningkatan jumlah kendaraan yang pesat 

dewasa ini, telah memberikan tekanan yang cukup berat pada jaringan jalan dan alat 

pengatur lalu lintas. 

Peningkatan pada jumlah kendaraan berdampak pada peningkatan kepadatan lalu 

lintas serta pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan terutama di jalan 

provinsi, hingga tahun 2024 jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpenuhi di 

Jalan Provinsi sebesar 43,57%, hal ini menunjukan masih belum terpenuhi standar 

perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi, sehingga perlu adanya pemenuhan 

fasilitas perlengkapan jalan guna mewujudkan jalan yang berkeselamatan. 

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi 

Dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi  di sektor transportasi 

diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi ketertiban dan kelancaran berlalu 

lintas yaitu dalam meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan 

mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya transportasi 

berkelanjutan sehingga dapat digunakan untuk kebijakan mengurangi kemacetan dan 

emisi bahan bakar, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan aksesibilitas 

dan mobilitas, maka perlu mengintegrasikan operasi transportasi, infrastruktur 

kendaraan, serta pengguna jalan melalui pengembangan sistem pengendalian lampu 

lalu lintas (ATCS), sistem manajeman dan pengawasan dalam mendukung lalu lintas 

angkutan barang di jalan yaitu Intelligent Transport System (ITS) dengan harapan 

dapat menekan angka kecelakaan dan memperpanjang umur jalan dan pengembangan 

sarana transportasi berbasis listrik dengan harapan udara kota tetap bersih dan ramah 

lingkungan.             
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3.3.3 Telaah Sasaran Dinas Perhubungan DIY 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan DIY berdasarkan Renstra 

Dinas Perhubungan 2022-2027, Dinas Perhubungan DIY menetapkan tujuan perangkat 

daerah yaitu Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. Sasaran yang 

akan dicapai dalam mewujudkan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah 

DIY adalah sebagai berikut. 

1. Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dengan Indikator 

Sasaran adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum; 

2. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian 

Lingkungan, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Pengelolaan Sektor 

Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan; 

3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat 

Daerah, dengan Indikator Sasaran adalah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah. 

Dalam pencapian sasaran tersebut di dukung oleh 3 Program yang dilaksanakan oleh 

Dinas Perhubungan DIY yang meliputi. 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; 

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); 

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang; 

 

3.3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 

dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Daerah Istimewa Yogyakarta 

Rumusan rencana anggaran Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2026 pada Rencana 

Kerja sebesar Rp 149,889,363,733 yang didukung oleh tiga Program yang dilaksanakan 

oleh Dinas Perhubungan DIY yang meliputi:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan 

serta 24 Sub Kegiatan. 

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); 
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Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 6 

Kegiatan serta 13 Sub Kegiatan. 

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang; 

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terdiri dari 

1 Kegiatan serta 9 Sub Kegiatan.
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Tabel 3-6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas 

Perhubungan DIY 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

DINAS PERHUBUNGAN 
1 URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR       

      
21,704,938,000  

      

     
62,250,000,000  

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG       

      
21,704,938,000  

      

     
62,250,000,000  

1.03.13 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA URUSAN 
TATA RUANG 

1. Persentase 
Terwujudnya Angkutan 
Umum Ramah 
Lingkungan di Kawasan 
Strategis 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan

, Semua 
Kel/Desa  

51.50%       
21,704,938,000  

Dana 
Keistimewaan 

  

59.00%      
62,250,000,000  

    2. Persentase 
Penyediaan Prasarana 
LLAJ di Kawasan 
Strategis 

  

43.52%   

    

54.63%   

    3. Persentase 
Penyediaan Moda 
Angkutan Tradisional di 
Kawasan Strategis 

  

92.50%   

    

95.00%   
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

    4. Persentase 
Penyediaan Satuan 
Ruang Parkir di Tempat 
Khusus Parkir Pada 
Kawasan Strategis   

100.00
% 

  

    

100.00%   

    5. Persentase 
Pengendalian dan 
Pengawasan Lalu Lintas 
Pada Kawasan Strategis   

71.68%   

    

74.73%   

1.03.13.5.0
2 

Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Kasultanan 
dan Kadipaten 

Persentase Jumlah 
Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Kasultanan dan Kadipaten 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%           
21,704,938,000  

Dana 
Keistimewaan 

  

100%         
62,250,000,000  

                    

2 URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

         
124,314,715,533  

  

  

    119,090,500,000  

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERHUBUNGAN 

         
124,314,715,533  

  

  

    119,090,500,000  

2.15.01 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Nilai PKKI Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan

, Semua 
Kel/Desa  

94.59       
17,551,057,282  

APBD DIY 

  

94.69      
19,135,500,000  
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2.15.01.1.0
1 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
KetersediaanDokumen 
PerencanaanPenganggara
n dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                   
37,471,400  

APBD DIY 

  

100%                 
40,000,000  

2.15.01.1.0
2 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Capaian 
Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%           
15,049,786,054  

APBD DIY 

  

100%         
16,068,000,000  

2.15.01.1.0
3 

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                     
2,954,600  

APBD DIY 

  

100%                    
3,500,000  

2.15.01.1.0
6 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan peralatan 
rumah tangga dan 
penunjang pelayanan 
adminitrasi perkantoran  

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                
270,377,300  

APBD DIY 

  

100%               
283,000,000  

2.15.01.1.0
7 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Pengadaan Barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                     
6,875,000  

APBD DIY 

  

100%                 
30,000,000  
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2.15.01.1.0
8 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 
dan Penunjang Pelayanan 
Adminitrasi Perkantoran  

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%             
1,257,963,800  

APBD DIY 

  

100%            
1,406,000,000  

2.15.01.1.0
9 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                
925,629,128  

APBD DIY 

  

100%            
1,305,000,000  

                    

2.15.02 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN (LLAJ) 

1. Persentase 
Penyediaan Layanan 
Angkutan Umum di DIY 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan

, Semua 
Kel/Desa  

64.49%    
106,763,658,251  

APBD DIY 

  

64.68%      
99,955,000,000  

    2. Persentase 
Penyediaan Fasilitas 
Perlengkapan Jalan 
Pada Jalan Provinsi 

  45.93%     

  

48.06%   

    3. Persentase 
Penerapan Teknologi 
Berbasis ITS 

  56.64%     

  

66.77%   

    4. Persentase 
Pemenuhan SPM 
Penyelenggaraan 
Terminal Penumpang 
Angkutan Tipe B 

  82.43%     

  

86.49%   
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

    5. Persentase 
Pemenuhan SPM 
Layanan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

  87.72%     

  

90.35%   

    6. Persentase 
Penanganan Lalu Lintas 
Pada 6 Kawasan 

  80.50%     

  

100.00%   

    7. Persentase 
Ketertiban LLAJ 

  85.62%     

  

85.98%   

    8. Persentase 
Penanganan Daerah 
Rawan Kecelakaan 

  50.00%     

  

70.00%   

2.15.02.1.0
1 

Penetapan Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi 

Persentase Dokumen 
Acuan Dalam 
Perencanaan Jaringan 
Jalan di DIY 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                
460,500,000  

APBD DIY 

  

100%               
650,000,000  

2.15.02.1.0
2 

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan di Jalan Provinsi 

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan Serta 
Dipertahankannya Fungsi 
Prasarana dan 
Perlengkapan Jalan yang 
Telah Tersedia 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%           
13,328,916,550  

APBD DIY 

  

100%            
4,600,000,000  

2.15.02.1.0
5 

Pelaksanaan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas untuk 
Jaringan Jalan Provinsi 

Persentase Penerapan 
Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas di DIY 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%             
4,159,940,300  

APBD DIY 

  

100%            
2,990,000,000  
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2.15.02.1.0
6 

Persetujuan Hasil Analisis 
Dampak Lalu Lintas 
(Andalalin) untuk Jalan 
Provinsi 

Persentase Pelaksanaan 
Penilaian Dokumen  
Analisis Dampak Lalu 
Lintas di Jalan Provinsi 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                     
7,760,000  

APBD DIY 

  

100%                 
15,000,000  

2.15.02.1.0
8 

Penyediaan Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan Orang 
dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Operasional 
Angkutan Umum Dalam 
Trayek 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%           
88,806,541,401  

APBD DIY 

  

100%         
91,700,000,000  

                    

BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN 
2 URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

               
3,869,710,200  

  

  

         4,850,900,000  

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERHUBUNGAN 

               
3,869,710,200  

  

  

         4,850,900,000  

2.15.01 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Nilai PKKI Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan

, Semua 
Kel/Desa  

94.59          
3,450,810,200  

APBD DIY 

  

94.69        4,030,900,000  

2.15.01.1.0
2 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Capaian 
Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                   
29,942,500  

APBD DIY 

  

100%                 
34,500,000  
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2.15.01.1.0
3 

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                     
1,966,000  

APBD DIY 

  

100%                    
2,300,000  

2.15.01.1.0
6 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan peralatan 
rumah tangga dan 
penunjang pelayanan 
adminitrasi perkantoran 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                   
90,231,300  

APBD DIY 

  

100%               
110,100,000  

2.15.01.1.0
8 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 
dan Penunjang Pelayanan 
Adminitrasi Perkantoran  

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%             
2,933,817,000  

APBD DIY 

  

100%            
3,361,000,000  

2.15.01.1.0
9 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                
394,853,400  

APBD DIY 

  

100%               
523,000,000  

                    
2.15.02 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN (LLAJ) 

1. Persentase 
Penyediaan Layanan 
Angkutan Umum di DIY 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan

, Semua 
Kel/Desa  

64.49%             
418,900,000  

APBD DIY 

  

64.68%            820,000,000  
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 
Sumber Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

    2. Persentase 
Penyediaan Fasilitas 
Perlengkapan Jalan 
Pada Jalan Provinsi 

  45.93%     

  

48.06%   

    3. Persentase 
Penerapan Teknologi 
Berbasis ITS 

  56.64%     

  

66.77%   

    4. Persentase 
Pemenuhan SPM 
Penyelenggaraan 
Terminal Penumpang 
Angkutan Tipe B 

  82.43%     

  

86.49%   

    5. Persentase 
Pemenuhan SPM 
Layanan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

  87.72%     

  

90.35%   

    6. Persentase 
Penanganan Lalu Lintas 
Pada 6 Kawasan 

  80.50%     

  

100.00%   

    7. Persentase 
Ketertiban LLAJ 

  85.62%     

  

85.98%   

    8. Persentase 
Penanganan Daerah 
Rawan Kecelakaan 

  50.00%     

  

70.00%   

 2.15.02.1.0
3 

Pengelolaan Terminal 
Penumpang Tipe B 

Ketersediaan Fasilitas 
Penyelenggaraan 
Terminal Tipe B 

 Semua 
Kota/Kab, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kel/Desa  

100%                
418,900,000  

APBD DIY 

  

100%               
820,000,000  

JUMLAH 149,889,363,733          186,191,400,000  
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BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

4.1 Dukungan Program Prioritas Presiden 

Dukungan Dinas Perhubungan DIY terhadap percepatan Program Prioritas Presiden 

diwujudkan melalui sinergi dengan program internal yang sudah terencana. Seluruh 

intervensi tersebut diakomodasi dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (LLAJ), yang merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Kerja 

Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan DIY Tahun 2022-2027. 

Dengan demikian, pelaksanaan dukungan ini tidak memerlukan inisiatif baru, melainkan 

optimalisasi dan reorientasi sumber daya yang sudah ada. Adapun dukungan Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DIY meliputi. 

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

Program tersebut didukung melalui 1 (satu) Program OPD yakni Program 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), 2 (dua) Kegiatan yakni: 

a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; 

b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan 

Jalan Provinsi. 

Kegiatan tersebut juga didukung oleh 4 (empat) Sub Kegiatan yakni: 

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan 

LLAJ Provinsi; 

b. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 

Kebijakan untuk Jalan Provinsi; 

c. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan 

Provinsi; 

d. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 

 

2. Program Sekolah Unggulan Garuda 

Program tersebut didukung melalui 1 (satu) Program OPD yakni Program 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), 1 (satu) Kegiatan yakni 
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Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 

Provinsi. Kegiatan tersebut juga didukung melalui 1 (satu) Sub Kegiatan yakni Sub 

Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

untuk Jaringan Jalan Provinsi; 

Rincian dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan DIY disajikan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4-1 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Pencapaian Program Prioritas Presiden 

 

No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), 

Kegiatan (output), dan subkegiatan 

KUA PPAS Tahun 2026 
Program Prioritas Presiden 

Target   Pagu (Rp)  

TOTAL DINAS PERHUBUNGAN                            
4,620,440,300  

  

DINAS PERHUBUNGAN INDUK                            
4,620,440,300  

  

Sasaran : 
Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis 
Angkutan Umum 

Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis 
Angkutan Umum 

69.17%     

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
(LLAJ) 

1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 64.49%                        
4,620,440,300  

  

    2. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada 
Jalan Provinsi 

45.93%     

    3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 56.64%     

    4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal 
Penumpang Angkutan Tipe B 

82.43%     

    5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus 
Parkir (TKP) 

87.72%     

    6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 80.50%     

    7. Persentase Ketertiban LLAJ 85.62%     

    8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 50.00%     

2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi 

Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan 
Jalan di DIY 

100%                           
460,500,000  

 Mendukung Program Makan 
Bergizi Gratis (MBG)  

2.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan 
dan Sosialisasi Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi  

Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi 
Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 

3 Dokumen                           
460,500,000  

    Jasa Tenaga Pengelolaan Media Sosial 2 orang, 11 bulan                             60,500,000  

    Penyusunan Studi Evaluasi Keselamatan Jalan  Provinsi di DIY 1  Dokumen                           
122,904,500  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), 

Kegiatan (output), dan subkegiatan 

KUA PPAS Tahun 2026 
Program Prioritas Presiden 

Target   Pagu (Rp)  

    Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di 
Ruas Jalan Provinsi di DIY 

1  Dokumen                           
277,095,500  

            

2.3 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 
Jaringan Jalan Provinsi 

Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
di DIY 

100%                        
4,159,940,300  

 Mendukung Program Sekolah 
Unggulan Garuda  

2.3.1 Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi 
Pelaksanaan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan 
Jalan Provinsi  

Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

1 Dokumen                             
33,000,000  

    Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY Tingkat SMA  3 Pemenang                              33,000,000  

            

2.3.2 Sub Kegiatan Pengawasan dan 
Pengendalian Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 
Provinsi  

Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 

3 Laporan                           
280,924,000  

 Mendukung Program Makan 
Bergizi Gratis (MBG)  

    Pemantauan Penyelenggaraan Hari Hari Besar 27 Hari (Lebaran 16 
Hari, Natal 8 Hari, 

Tahun Baru 3 Hari) 

                          
177,016,500  

    Penegakan Hukum Lalu Lintas 2 Kali                               5,096,000  

    Penegakan Hukum Angkutan Jalan 40 Kali                             98,811,500  

            

2.3.3 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan 
Provinsi  

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
untuk Jaringan Jalan Provinsi 

1 Laporan                             
23,400,000  

 Mendukung Program Makan 
Bergizi Gratis (MBG)  

    Forum lalu lintas 12 bulan                             23,400,000  

            

2.3.4 Sub Kegiatan Pengadaan dan 
Pemasangan Perlengkapan Jalan 
dalam rangka Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, 
Perbaikan dan Pemeliharaan 

52 Unit                        
3,822,616,300  

 Mendukung Program Makan 
Bergizi Gratis (MBG)  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), 

Kegiatan (output), dan subkegiatan 

KUA PPAS Tahun 2026 
Program Prioritas Presiden 

Target   Pagu (Rp)  

    Pemeliharaan APILL dan ATCS 12 Bulan                        
1,510,500,000  

    Jumlah Ketersediaan Operator ATCS 16 orang 12 Bulan                           
804,616,300  

    Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS 1 Paket                        
1,507,500,000  

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025
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4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 

2026 

Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2026 ini merupakan tahapan hasil 

perbaikan terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2026. 

Pagu total anggaran Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2026 pada Rencana Kerja 

sebesar Rp 149,889,363,733 yang didukung oleh tiga Program yang dilaksanakan oleh 

Dinas Perhubungan DIY yang meliputi:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan 

serta 24 Sub Kegiatan. 

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); 

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 6 

Kegiatan serta 13 Sub Kegiatan. 

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang; 

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terdiri dari 

1 Kegiatan serta 9 Sub Kegiatan.
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Tabel 4-2 Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2026 

      Pagu Rancana Kerja Dishub DIY Tahun 2026:  Rp 149,889,363,733 

No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

TOTAL DINAS PERHUBUNGAN                        
149,889,363,733  

DINAS PERHUBUNGAN INDUK                        
146,019,653,533  

Sasaran : 
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Perangkat Daerah 

Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah A   

1 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

Nilai PKKI Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

94.59%                      17,551,057,282  

1.1 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Ketersediaan Dokumen 
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

100%                             37,471,400  

1.1.1 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

                              17,848,200  

    Penyusunan ROPK Fisik dan Keuangan 1 dokumen                                  652,750  

    Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 1 dokumen                             16,126,150  

    Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan 1 dokumen                               1,069,300  

          

1.1.2 2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

                                9,623,750  

    Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 
(DPPA) 2026 

1 Dokumen                               2,505,000  

    Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 1 Dokumen                               1,958,500  

    Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) 
2026 

1 Dokumen                               2,285,250  

    Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2027 1 Dokumen                               2,875,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

          

1.1.3 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

                                9,999,450  

    Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1 Dokumen                               7,384,500  

    Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD urusan 
Perhubungan 2025 

1 Dokumen                               1,459,950  

    Tersusunnya LKJIP Tahun 2025 1 Dokumen                               1,155,000  

          

1.2 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

100%                      15,049,786,054  

1.2.1 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

111 Orang / Bulan                      14,985,586,254  

    Gaji dan Tunjanagan ASN 1  Tahun                      14,985,586,254  

          

1.2.2 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

2 Dokumen                             37,689,800  

    Pengelola Administrasi Keuangan 2 orang, 12 bln                             17,232,800  

    Pengelola BMD 2 orang, 12 bln                             20,457,000  

          

1.2.3 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 Laporan                               9,010,000  

    Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD 1 Laporan                               4,537,000  

    Laporan Keuangan Audited 1 Laporan                               4,473,000  

          

1.2.4 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 

13 Laporan                             17,500,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

    Laporan Keuangan Bulanan 12 laporan                             13,881,950  

    Laporan Keuangan Semesteran 1 Laporan                               3,618,050  

          

1.3 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

100%                               2,954,600  

1.3.1 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

5 Laporan                               2,954,600  

    Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan 4 dokumen                               1,592,600  

    Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semester 1 dokumen                               1,362,000  

          

1.4 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan rumah tangga dan 
penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran  

100%                           270,377,300  

1.4.1 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket                             11,000,000  

    Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

4 jenis                             11,000,000  

          

1.4.2 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

4 Paket                             42,000,900  

    Tersedianya ATK 7 jenis                               8,535,900  

    Tersedianya bahan kertas dan cover 2 jenis                               4,562,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    Tersedianya bahan komputer Cartridge dan 
keyboard 

4 jenis                             26,100,000  

    Bahan dan Material 2 jenis                               2,803,000  

          

1.4.3 2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 
Disediakan 

1 Paket                               6,330,000  

    Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 7 jenis                               6,330,000  

          

1.4.4 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

4 Paket                             15,999,400  

    Tersedianya barang cetakan (induk) 1 jenis                                  560,000  

    Tersedianya barang penggandaan (induk) 6 jenis                                  796,600  

    Tersedianya kertas dan cover (induk) 3 jenis                               2,823,300  

    Tersedianya alat tulis kantor (induk) 4 jenis                             11,819,500  

          

1.4.5 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang Disediakan 

1 Dokumen                               1,842,000  

    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang - undangan 

1 jenis                               1,842,000  

          

1.4.6 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

2 Laporan                           193,205,000  

    Rapat Koordinasi 3300 OS                             49,500,000  

    Konsultasi Dalam daearh 51 OP, luar 
pulau 3 OP, Luar daerah 

dalam pulau 43  

                          143,705,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

1.5 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase pengadaan Barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintah daerah 

100%                               6,875,000  

1.5.1 2.15.01.1.07.00006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

1 Unit                               6,875,000  

    AC Split 1 1/2 PK 1 unit                               6,875,000  

          

1.6 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi 
Perkantoran  

100%                        1,257,963,800  

1.6.1 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

2 Laporan                               2,504,000  

    Tersedianya materai 100 buah                               1,200,000  

    Cek 5 buku                               1,304,000  

          

1.6.2 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

2 Laporan                           489,859,800  

    Terlaksananya pembayaran Telpon kantor 1 Tahun                               5,060,100  

    Terlaksananya Pembayaran Listrik kantor 1 Tahun                           484,799,700  

          

1.6.3 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

2 Laporan                           765,600,000  

    Terlaksananya kebersihan kantor 6 Orang 12 Bulan                           273,600,000  

    Tersedianya Jasa Keamanan kantor/tempat kerja 10 Orang 12 Bulan                           492,000,000  

          

1.7 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

100%                           925,629,128  

1.7.1 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

27 Unit                           558,968,300  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 dan Perizinan 17 unit                           519,435,800  

    Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Perizinan 10 unit                             23,525,500  

    Penyediaan BBM Genset 1000 Liter per Tahun                             16,007,000  

          

1.7.2 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

6 Unit                           179,807,828  

    Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya 3 jenis                           119,274,828  

    Terpeliharanya reapeater 1 Unit                               3,433,000  

    Pemeliharaan Alat Uji Emisi 1 Unit                             37,300,000  

    Pemeliharaan timbangan portable 1 Unit                             19,800,000  

          

1.7.3 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit                           154,832,000  

    Jasa Pemeliharaan Kantor Induk 1 Tahun                             50,000,000  

    Pemeliharaan Taman 1 Tahun                           104,832,000  

    
 

    

1.7.4 2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

4 Unit                             32,021,000  

    Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor 4 jenis                             32,021,000  

          

Sasaran : 
Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum 

Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan 
Berbasis Angkutan Umum 

69.17%   
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

2 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan 
Umum di DIY 

64.49%                    
106,763,658,251  

    2. Persentase Penyediaan Fasilitas 
Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 

45.93%   

    3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 56.64%   

    4. Persentase Pemenuhan SPM 
Penyelenggaraan Terminal Penumpang 
Angkutan Tipe B 

82.43%   

    5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

87.72%   

    6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 
Kawasan 

80.50%   

    7. Persentase Ketertiban LLAJ 85.62%   

    8. Persentase Penanganan Daerah Rawan 
Kecelakaan 

50.00%   

2.1 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Persentase Dokumen Acuan Dalam 
Perencanaan Jaringan Jalan di DIY 

100%                           460,500,000  

2.1.1 2.15.02.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi  

Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan 
sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 

3 Dokumen                           460,500,000  

    Jasa Tenaga Pengelolaan Media Sosial 2 orang, 11 bulan                             60,500,000  

    Penyusunan Studi Evaluasi Keselamatan Jalan  
Provinsi di DIY 

1  Dokumen                           122,904,500  

    Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan 
Simpang di Ruas Jalan Provinsi di DIY 

1  Dokumen                           277,095,500  

          

2.2 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta 
Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan 
Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia 

100%                      13,328,916,550  

  2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi  Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 
yang Tersedia 

722 Unit                      11,277,065,500  
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

3 Unit                             75,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

6 Unit                           150,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

5 Unit                           125,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

5 Unit                           125,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

3 Unit                             75,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

25 Unit                           625,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

10 Unit                           250,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

17 Unit                           425,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

2 Unit                             50,000,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

123 Unit                        3,075,000,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

9 Unit                           225,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

10 Unit                           250,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

1 Unit                             25,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

5 Unit                           125,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

7 Unit                           175,000,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Tenaga 
Listrik 

11 Unit                           275,000,000  

    Pengawasan dan Penunjang Pengadaan dan 
Pemasangan APJ Smart Tenaga Listrik 

1 Paket                           113,308,500  

    Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing 2 Lokasi                           519,051,500  

    Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 171 Unit                        1,347,085,500  

    Pengadaan dan pemasangan Patok Pengaman 
(Delineator) 

300 Unit                           373,500,000  

    Pengadaan dan Pemasangan Cermin Cembung 6 Unit                             36,840,000  

    Pengadaan dan pemasangan Guardrail 1200 m                        2,837,280,000  

          

2.2.1 2.15.02.1.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan  Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan 
terpelihara 

113 Unit                           555,467,100  

     Jasa Kebersihan Halte TransJogja  9 orang 12 Bulan                           410,400,000  

     Pemeliharaan Halte TransJogja  113 Halte                           145,067,100  

          

2.2.2 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi 
dan terpelihara 

904 Unit                        1,496,383,950  
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TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 

No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    Suku Cadang APJ Tenaga Listrik - Armatur LED Listrik (150 
unit) 

 - Foto Cell (50 unit) 
 - MCB (240 unit) 

 - Tiang APJ Tenaga Listrik (3 
unit) 

                          760,952,450  

    Suku Cadang APJ Tenaga Surya - Armatur LED Surya APJ 
Surya (10 unit) 

 - Accu solar cell 50 AH (40 
unit) 

 - Controller/Battery charge 
dan sunswitch APJ Surya 

(10 unit) 
 - Kabel (200 m) 

                          290,211,000  

    Suku Cadang Rambu Bersuar Warning Light dan 
Pelican Crossing 

- Accu Sollar Cell 50 Ah (20 
unit) 

 - Controll Flasher (5 unit) 

                          156,362,500  

    Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 6 orang 12 Bulan                           169,200,000  

    Pengadaan Suku Cadang Rambu Tidak Bersuar Rambu 60 x 60 cm beserta 
tiang (20 unit) 

                            24,000,000  

    Pembayaran Quota Data APJ Smart 354 Unit                             95,658,000  

          

2.3 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 
Jaringan Jalan Provinsi 

Persentase Penerapan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas di DIY 

100%                        4,159,940,300  

2.3.1 2.15.02.1.05.0003 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi  

Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi 
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 

1 Dokumen                             33,000,000  

    Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY Tingkat 
SMA  

3 Pemenang                              33,000,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

2.3.2 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi  

Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 
Provinsi 

3 Laporan                           280,924,000  

    Pemantauan Penyelenggaraan Hari Hari Besar 27 Hari (Lebaran 16 Hari, 
Natal 8 Hari, Tahun Baru 3 

Hari) 

                          177,016,500  

    Penegakan Hukum Lalu Lintas 2 Kali                               5,096,000  

    Penegakan Hukum Angkutan Jalan 40 Kali                             98,811,500  

          

2.3.3 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk 
Jaringan Jalan Provinsi  

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 

1 Laporan                             23,400,000  

    Forum lalu lintas 12 bulan                             23,400,000  

          

2.3.4 2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan 
dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang 
Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan 
Pemeliharaan 

52 Unit                        3,822,616,300  

    Pemeliharaan APILL dan ATCS 12 Bulan                        1,510,500,000  

    Jumlah Ketersediaan Operator ATCS 16 orang 12 Bulan                           804,616,300  

    Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS 1 Paket                        1,507,500,000  

          

2.4 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 
(Andalalin) untuk Jalan Provinsi 

Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen  
Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi 

100%                               7,760,000  

2.4.1 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil 
Andalalin 

Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang 
Ditetapkan 

1 Dokumen                               7,760,000  

    Layanan Persetujuan Teknis analisis dampak Lalu 
lintas lintas 

1 Tahun                               7,760,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

2.5 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 
Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional 
Angkutan Umum Dalam Trayek 

100%                      88,806,541,401  

2.5.1 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan 
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar 
Kota dalam 1 (satu) Provinsi  

Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan 
KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (Satu) Provinsi 

5 Laporan                        1,386,211,931  

    Pemantauan dan Pengawasan CCTV TransJogja 15 orang, 12 Bulan                           754,713,605  

    Olah Data Penumpang TransJogja 7 orang, 12 Bulan                           353,938,926  

    Suku Cadang CCTV Trans Jogja 1 Paket                             78,815,000  

    Quota data 12 bulan                           188,744,400  

    Fasilitasi Perizinan Angkutan 1 Dokumen                             10,000,000  

          

2.5.2 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 
Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  

Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 
Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

130 Unit                      87,420,329,470  

    Subsidi Operasional Trans Jogja 1 Tahun                      87,120,522,203  

    Penghitungan BOK Trans Jogja Tahun 2026 1 Dokumen                           140,000,000  

    Evaluasi Kinerja Pelayanan Trans Jogja 1 Dokumen                           120,207,267  

    Petugas Pembantu Verifikasi BOK Operasional 
Bus Trans Jogja 

1 Orang,11 Bulan                             39,600,000  

          

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

                         21,704,938,000  

Sasaran : 
Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung 
Pelestarian Lingkungan 

Persentase Capaian Pengelolaan Sektor 
Transportasi di Kawasan Strategis Dalam 
Mendukung Pelestarian Lingkungan 

71.84%   

3 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 

1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum 
Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 

51.50%                      21,704,938,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di 
Kawasan Strategis 

43.52%   

    3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan 
Tradisional di Kawasan Strategis 

92.50%   

    4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir 
di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan 
Strategis 

100.00%   

    5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan 
Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 

71.68%   

3.1 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan 
dan Kadipaten 

Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 

100%                      21,704,938,000  

3.1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Sumbu Filosofis 

12 Dokumen                      18,109,577,000  

    1. Perwujudan Angkutan Umum Ramah 
Lingkungan 

    

    a. Pengadaan Bus Listrik (2 unit) 2 unit                        7,500,000,000  

    b. Pemeliharaan SPKL Bus Listrik (12 bulan) 12 Bulan                           110,000,000  

    2. Penyediaan dan Pengaturan Moda Angkutan 
Tradisional di Kawasan Strategis 

    

    a. Pengadaaan Becak Kayuh Tenaga Alternatif 
(50 Unit) 

50 Unit                        2,192,593,171  

    b. Pembinaan dan Peningkatan Skill Pengemudi 
Becak (1 Kegiatan) 

1 Kegiatan                           118,938,750  

    c. Pengujian Becak Kayuh Tenaga Alternatif (1 
Kegiatan) 

1 Kegiatan                             32,784,150  

    3. Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Khusus 
Parkir di Kawasan Strategis 
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    a. Tersedianya Fasilitas Operasional Tempat 
Khusus Parkir Ketandan 
- Operasional Genset (1 Tahun) 
- Pembayaran Tagihan Listrik (1 Tahun) 
- Pembayaran Tagihan Air (1 Tahun) 
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TKP (1 
Tahun) 
- Pemeliharaan LAN (1 Tahun) 
- Penyediaan Prasarana Pendukung Operasional 
TKP UPN (1 Tahun) 

12 Bulan                           296,336,700  

    b. Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Ketandan 
- Jasa Kebersihan ( 5 org) (12 Bulan) 
- Jasa Keamanan ( 15 org ) (12 Bulan) 
- Jasa Pembuangan Sampah (12 Bulan) 
- Pengamanan Simpul Transportasi dan 
Perparkiran diKawasan Strategis (12 Bulan) 

12 Bulan                        1,117,562,555  

    c. Sewa Lahan UPN Ketandan (12 Bulan) 12 Bulan                           594,183,800  

    d. Tersedianya Fasilitas Operasional Tempat 
Khusus Parkir Beskalan 
- Jasa Kebersihan ( 3 org) (12 Bulan) 
- Jasa Keamanan ( 13 org ) (12 Bulan) 
- Tagihan Listrik (1 Tahun) 
- Tagihan Air (1 Tahun) 
- Tagihan Telpon (1 Tahun) 
- Penyediaan Prasarana Pendukung Operasional 
TKP Beskalan (1 Tahun) 

12 Bulan                        1,301,559,381  

    e. Pembangunan Sistem Retribusi Parkir 1 Paket                           220,000,000  

    4. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas 
Pada Kawasan Strategis 

    

    a. Operasional Petugas Jogo Margo (89 Orang) 89 Orang, 12 Bulan                        4,545,660,493  

    b. Pengawasan dan Penegakan hukum kawasan 
sumbu filosofis (50 Kali) 

50 Kali                             79,958,000  
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No Program, Kegiatan, Subkegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan 

Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

          

3.1.2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro 

1 Dokumen                           753,339,000  

    Pembangunan Halte Bernuasa Budaya (1 Lokasi) 1 Lokasi                           258,339,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar 
Bernuansa Budaya 

16 Unit                           495,000,000  

          

3.1.3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Karaton 

1 Dokumen                           258,750,000  

    Pembangunan Halte Bernuansa Budaya (1 
Lokasi) 

1 Lokasi                           258,750,000  

          

3.1.4 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Gunung Merapi 

1 Dokumen                           521,492,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar 
Bernuansa Budaya  

17 Unit                           521,492,000  

          

3.1.5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 

1 Dokumen                           463,996,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar 
Bernuansa Budaya  

15 Unit                           463,996,000  

          

3.1.6 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-
Parangtritis 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Samas - Parangtritis 

1 Dokumen                           306,722,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar 
Bernuansa Budaya  

10 Unit                           306,722,000  

          

3.1.7 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 

1 Dokumen                           306,722,000  
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Rencana Kerja Tahun 2026 

Target   Pagu (Rp)  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar 
Bernuansa Budaya  

10 Unit                           306,722,000  

          

3.1.8 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Raja -Raja 
Mataram di Imogiri 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Makam Raja -Raja Mataram di 
Imogiri 

1 Dokumen                           369,726,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar 
Bernuansa Budaya  

12 Unit                           369,726,000  

          

3.1.9 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 
Gunungkidul 

Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 
Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 

1 Dokumen                           614,614,000  

    Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar 
Bernuansa Budaya  

20 Unit                           614,614,000  

          

BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN                            3,869,710,200  

Sasaran : 
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Perangkat Daerah 

Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah A   

1 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

Nilai PKKI Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

94.59%                        3,450,810,200  

1.1 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

100%                             29,942,500  

1.1.1 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

2 Dokumen                             24,362,000  

    Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 
Keuangan 

2 orang x 12 bulan                               9,301,000  

    Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan 
Pendapatan 

2 Orang 12 bulan                             15,061,000  
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1.1.2 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 Dokumen                               1,100,000  

    Tersusunya Laporan Keuangan tahunan 1 Dokumen                               1,100,000  

          

1.1.3 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

18 Dokumen                               4,480,500  

    Laporan keuangan bulanan 12 Dokumen                               2,580,500  

    Laporan keuangan semesteran 2 Dokumen                                  847,500  

    Laporan Keuangan Triwulanan 4 Dokumen                               1,052,500  

          

1.2 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

100%                               1,966,000  

1.2.1 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

7 Dokumen                               1,966,000  

    Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan 1 Dokumen                                  418,500  

    Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan 4 Dokumen                                  929,000  

    Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semester 2 Dokumen                                  618,500  

          

1.3 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan rumah tangga dan 
penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran  

100%                             90,231,300  

1.3.1 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket                             11,751,400  
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    Tersedianya komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor 

10 Jenis                             11,751,400  

          

1.3.2 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

2 Paket                             38,506,400  

    Penyediaan alat tulis kantor (ATK) 25 jenis                             28,229,400  

    Tersedianya bahan/material/peralatan/ 
perlengkapan 

7 jenis                             10,277,000  

          

1.3.3 2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 
Disediakan 

1 Paket                             15,006,000  

    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 Jenis                             15,006,000  

          

1.3.4 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

2 Paket                               3,873,500  

    Tersedianya barang cetak 2 jenis                                1,376,000  

    Tersedianya barang penggandaan 3 jenis                               2,497,500  

          

1.3.5 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

2 Laporan                             21,094,000  

    Tersedianya hidangan rapat 400 OS, 1 tahun                               6,000,000  

    Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar 
daerah 

28 OP                             15,094,000  

          

1.4 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi 
Perkantoran  

100%                        2,933,817,000  
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1.4.1 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

1 Laporan                               1,200,000  

    Tersedianya materai dan benda pos 100 lbr                               1,200,000  

          

1.4.2 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

1 Laporan                           200,000,000  

    Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air 
dan listrik 

2 nomor telephone, 
1 nomor rekening air 

8 meteran PLN/ID 
pelanggan 

                          200,000,000  

          

1.4.3 2.15.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor  

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

2 Laporan                             11,017,000  

    Peralatan kantor 1 jenis                               1,077,000  

    Perlengkapan kantor 2 Jenis                               9,940,000  

          

1.4.4 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

2 Laporan                        2,721,600,000  

    Jasa Keamanan di Terminal dan Tempat Khusus 
Parkir 

34 orang, 3 lokasi                        1,672,800,000  

    Jasa Kebersihan di Terminal dan Tempat Khusus 
Parkir 

23 orang, 6 lokasi                        1,048,800,000  

          

1.5 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

100%                           394,853,400  

1.5.1 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

6 Unit                             97,592,400  

    Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 3 Kendaraan Dinas Roda 
Empat 

                            41,200,000  
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    Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 3 Kendaraan Dinas Roda 
Dua 

                              8,400,000  

    Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan 
kendaraan dinas/operasional 

3 Kendaraan Dinas Roda 
Empat 

3 Kendaraan Dinas Roda 
Dua 

                              4,392,400  

    Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 
dinas/operasional kendaraan roda 4 

3 Kendaraan Dinas Roda 
Empat 

                            34,600,000  

    Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 
Dinas/operasional roda 2 

3 Kendaraan Dinas Roda 
Dua 

                              9,000,000  

          

1.5.2 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

7 Unit                             44,641,000  

    Terpeliharanya Genset 1 Unit                             16,587,000  

    Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya 6 Jenis                             28,054,000  

          

1.5.3 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

6 Unit                           252,620,000  

    Jasa Pemeliharaan Gedung Terminal Tipe B 2 lokasi                             70,000,000  

    Jasa Pemeliharaan Gedung Park and Ride 4 lokasi                           130,000,000  

    Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat 
Kerja (Sewa Tanah Terminal Tipe B Jombor) 

1 lokasi                             52,620,000  

          

Sasaran : 
Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum 

Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan 
Berbasis Angkutan Umum 

69.17%   

2 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan 
Umum di DIY 

64.49%                           418,900,000  

    2. Persentase Penyediaan Fasilitas 
Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 

45.93%   
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    3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 56.64%   

    4. Persentase Pemenuhan SPM 
Penyelenggaraan Terminal Penumpang 
Angkutan Tipe B 

82.43%   

    5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat 
Khusus Parkir (TKP) 

87.72%   

    6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 
Kawasan 

80.50%   

    7. Persentase Ketertiban LLAJ 85.62%   

    8. Persentase Penanganan Daerah Rawan 
Kecelakaan 

50.00%   

2.1 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan 
Terminal Tipe B 

100%                           418,900,000  

2.1.1 2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan 
Penunjang) 

Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan 
Pendukung) yang Terevitalisasi 

6 Unit                             70,000,000  

    Prasarana Penunjang Pemenuhan SPM di 
Terminal Tipe B 

1 Paket                             40,000,000  

    Prasarana Penunjang Pemenuhan SPM di Park 
And Ride dan Tempat Khusus Parkir (TKP) 

1 Paket                             30,000,000  

          

2.1.2 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B 
(Fasilitas Utama dan Penunjang) 

Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan 
Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara 

6 Unit                           348,900,000  

    Belanja pemeliharaan sarana dan prasana 
(Pemeliharaan Jaringan listrik, cctv, dan Gate 
Access) 

2 Paket                             95,350,000  

    Terpeliharanya Fasilitas Penunjang pada Simpul 
Transportasi (Belanja pemeliharaan jalan) 

1 Paket (Lokasi Jombor, 
Wates, dan Park and Ride 

Adisutjipto) 

                          100,000,000  

     Penunjang Pengelolaan Terminal Penumpang 
Tipe B (Access Card) 

400 buah                             12,000,000  
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    Penyediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor (Kertas 
Thermal 80 x 80) 

350 roll                             11,550,000  

    Jasa Pengelolaan Sampah (Retribusi Sampah) 1 tahun                             30,000,000  

    Pembangunan Sistem Integrasi Perparkiran 
dengan Berbasis Manless 

1 lokasi                           100,000,000  

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025
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BAB 5 PENUTUP 

Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2026 memuat kebijakan serta 

pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk menjadi acuan 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di 

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Untuk mewujudkan terlaksananya Program dan Kegiatan Sesuai Renstra Dinas 

Perhubungan DIY maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2026 

dituangkan ke dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan 

transparan dalam usulan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah 

Daerah DIY. 

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai 

acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. 
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